BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
bokp) DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN
DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan  Pembangunan, Deputi Bidang
Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah

menyelenggarakan fungsi - penyusunan pedoman dan

petunjuk  teknis pengawasan intern terhadap




Mengingat

1.

akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program
lintas sektoral pembangunan dacrah ;

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala
BPKP Nomor SE-6/ K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu
Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepalan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pengawasan
Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang
Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);




4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
766),

5. Peraturan Badan  Pengawasan  Keuangan dan
Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar
Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 63);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) YANG
BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

Pasal 1
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

selanjutnya disingkat BPKP, merupakan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah.




(1)

(2)

(1)

(2)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat APIP, merupakan instansi pemerintah yang
dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern
di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah.

Pasal 2

Peraturan Deputi Kepala ini dimaksudkan sebagai
landasan dalam melakukan kegiatan Audit Tujuan
Tertentu, Reviu, dan Konsultansi atas Pengadaan Barang
dan Jasa Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19) yang Bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Depuli Kepala ini bertujuan agar pelaksanaan
kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh tim
auditor menjadi lebih terarah, akurat, dan terkoordinasi
dengan baik.

Pasal 3

Peraturan Deputi Kepala ini merupakan petunjuk teknis
dalam melakukan kegiatan pengawasan intern atas
Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesechatan dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) yvang
Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan
Jasa Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan acuan bagi Auditor yang berada pada

Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah dan Perwakilan BPKP.




(3)

Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan
Jasa Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan oleh Auditor di lingkungan APIP
Dacrah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu, Reviu dan

Konsultansi atas Pengadaan Barang dan Jasa Bidang

Kesehatan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19) yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah terdiri atas:

a.

pengadaan barang dan jasa yang kontraknya telah
ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran
dan/atau sesuai dengan permintaan Pejabat Pembuat
Komitmen yang dimulai dari identifikasi kebutuhan
hingga pemanfaatannya;

pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan
pembayaran; dan

peningkatan kompetensi APIP atas pengelolaan risiko

dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 5

Sistematika Peraturan Deputi Kepala ini terdiri dari:

e R TP

Bab|l Pendahuluan;

Bab Il Persiapan Kegiatan Pengawasan;
Bab IlI Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu;
BAB IV Pelaksanaan Reviu;

BAB V Pelaksanaan Konsultansi; dan

BAB VI Pelaporan.




Pasal 6
Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa
Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Deputi Kepala ini.

Pasal 7
Peraturan Deputi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 2020

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN KEUANGAN .}
+ DAERAH,




LAMPIRAN

PERATURAN DEPUTI KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIDANG KESEHATAN DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) YANG
BERSUMBER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 ini,
menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya
dan dunia umumnya. Kondisi ini merupakan kondisi darurat yang
memerlukan penanganan dengan segera. Dampak yang dirasakan
merambah segala bidang, di antaranya bidang kesehatan, sosial, dan

ekonomi.



Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya untuk
mencegah meluasnya kasus baru serta mengobati pasien yang telah
terkena Covid-19. Penanganan ini membutuhkan sarana prasarana, alat
material kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam
keadaan darurat ini, Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan
Pandemi Covid-19, dipayungi oleh ketentuan Peraturan Lembaga
Kebijjakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19.

Untuk menjamin bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ini
telah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, maka APIP
perlu melakukan pengawasan atas kegiatan ini. Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-
besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan
penggunaan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
serta pembangunan berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden tersebut
diatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan
Keadaan Darurat, juga peranan APIP dalam pengawasan terhadap
Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59
disebutkan penanganan keadaan darurat dilakukan untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia
yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya
tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Salah satu
penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa
yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya

memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan



penyelematan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa
manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang
mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan
keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk
korban bencana.

Secara umum kondisi tersebut diatas merupakan kondisi yang
pemenuhan kebutuhan barang/jasa Dbersifat mendesak, tidak
direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah, dan waktu yang
tidak dapat ditunda sehingga harus dilakukan sesegera mungkin.
Sebagaimana butir keenam angka S Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Covid-19, Presiden menginstruksikan BPKP untuk melakukan
pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan
negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Hal ini telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran
Kepala BPKP Nomor 6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata
Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Kepala BPKP
Nomor 12/K/D2/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Tata Cara Audit
Tujuan Tertentu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Tata
Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan
Penanganan Covid-19. Surat Edaran ini dijadikan panduan bagi APIP
dalam melakukan audit tujuan tertentu Pengadaan Barang dan Jasa
dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

Sehubungan dengan Surat Edaran ini, disusun petunjuk teknis
kegiatan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan di daerah yang
bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan
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teknis bagi Perwakilan BPKP maupun Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pengawasan
Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan Pandemi
Covid-19 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengawasan tersebut dapat berupa Audit Tujuan Tertentu, Reviu,
serta kegiatan Konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP
oleh BPKP. Petunjuk Teknis terkait kegiatan Audit Tujuan Tertentu dan
Reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19
ini digunakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atas
Pengadaan Barang dan Jasa yang berisiko tinggi. Perwakilan BPKP
melakukan kegiatan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi
APIP dalam mengelola risiko dan mengawasi Pengadaan Barang dan

Jasa penanganan Pandemi Covid-19.

Defenisi

1. Audit Tujuan Tertentu, yang selanjutnya disingkat ATT adalah audit
yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan
audit kinerja. ATT dilakukan terhadap masalah yang menjadi fokus
perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas dalam hal ini
Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Kertas Kerja Audit, yang selanjutnya disingkat KKA adalah
dokumentasi yang memuat informasi yang mendukung fakta,
simpulan, dan rekomendasi pada pelaksanaan kegiatan audit.

3. Kertas Kerja Reviu, yang selanjutnya disingkat KKR adalah
dokumentasi yang memuat informasi yang mendukung hasil
pengujian ulang bukti-bukti, simpulan, dan saran dalam kegiatan
reviu.

4. Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat PBJ adalah
kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh



-11 -

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat
PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur
untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan

selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pengawasan
Tujuan Audit Tujuan Tertentu, Reviu, serta kegiatan Konsultansi
Tujuan Audit Tujuan Tertentu adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip
Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi,
dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka
pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk percepatan penanganan
Covid-19.

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-
bukti kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Tujuan Kegiatan Konsultansi peningkatan kompetensi terhadap APIP
dalam pengelolaan risiko dan pengawasan intern berbasis risiko atas
kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 untuk
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP agar mampu
melakukan penugasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-
19 di daerah sesuai dengan standar dan APIP memiliki pemahaman
yang baik terhadap potensi terjadinya penyimpangan dalam kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Sasaran Audit Tujuan Tertentu, Reviu, serta kegiatan Konsultansi
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Sasaran Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa

penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah

dengan sumber dana APBD:

a.

b.

™

-

—.

pengidentifikasian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar.
ketepatan identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun
spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.

kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-
undangan.

kewajaran penetapan penyedia barang/jasa.

proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

ketepatan pembayaran.

kewajaran harga pengadaan barang/jasa.

proses penerimaan barang.

proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang.

proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sasaran Audit Tujuan Tertentu atas pengadaan barang/jasa yang

dilaksanakan secara swakelola:

a.

b.

C.

ketepatan proses perencanaan swakelola.
ketepatan proses pelaksanaan swakelola.
kewajaran harga.

Sasaran reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa percepatan

penanganan Covid 19:

a.

relevansi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemda dengan
percepatan penanganan Covid-19.

ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam
rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA.

adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa
penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK).
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d. ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen
yakni kemampuan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan
Jasa.

e. terpenuhinya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan
obat yang disediakan.

f. adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia.

g. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Penyedia
sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit.

h. terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola).

i. adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ.

Selanjutnya sasaran dalam kegiatan konsultansi berupa
peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan
pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid

19 adalah:

a. Pemahaman atas proses bisnis risiko Pengadaan Barang dan Jasa
dan implementasi ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan
Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19.

b. Identifikasi risiko-risiko utama Pengadaan Barang dan Jasa
penanganan Pandemi Covid 19.

c. Pemahaman pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko atas

Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 yang

sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan

Ruang Lingkup Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultansi
Ruang lingkup Audit Tujuan Tertentu meliputi pengadaan

barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang

kontraknya telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran

dan/atau sesuai dengan permintaan Pejabat Pembuat Komitmen yang

dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.
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Ruang lingkup reviu meliputi pengadaan barang/jasa dalam
rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 yang belum
dilakukan pembayaran.

Ruang lingkup konsultansi meliputi peningkatan kompetensi
Sumber Daya Manusia APIP atas pengelolaan risiko dan pengawasan
Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 bidang
kesehatan yang bersumber dana APBD.

Audit Tujuan Tertentu dan reviu dilaksanakan terhadap
pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, berisiko tinggi dalam
penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar serta belum
pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi atau
Inspektorat Kabupaten/Kota bersangkutan.

Sampling kontrak yang diaudit merupakan kontrak kegiatan
pengadaan barang/jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang
kesehatan yang berisiko tinggi setelah dilakukan penilaian dan
pemeringkatan risiko atas seluruh kontrak pengadaan barang/jasa
penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

Pengelolaan risiko dan pengawasan pengadaan barang/jasa
dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kontrak strategis dengan risiko
tertinggi. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5 - KKA PPBR PBJ
Penanganan Covid-19 Bidang kesehatan).

Konsultansi berupa peningkatan kompetensi dalam pengelolaan
risiko pengadaan barang/jasa dan pengawasan pengadaan barang/jasa
dilaksanakan bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah
memiliki rencana melakukan Audit Tujuan Tertentu atau Reviu
terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa penanganan
Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang ada di wilayahnya.

Tahun Anggaran yang Diaudit Tujuan Tertentu, Direviu, dan Dilakukan
Konsultansi

Audit Tujuan Tertentu, reviu, dan konsultansi berupa

peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan

pengawasan pengadaan barang/jasa Penanganan Pandemi Covid-19
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bidang kesehatan dilakukan terhadap Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Covid-19 Bidang Kesehatan

Tahun Anggaran 2020.

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Inspektorat Daerah didasarkan pada ketentuan dalam:

1.

Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Pasal 2 ayat (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);

dan dengan memperhatikan:

Huruf e angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan
atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Angka 1 huruf b Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri Nomor 700/859/1J tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan
Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19.

PKPT APIP Tahun 2020.

Kegiatan konsultansi untuk peningkatan kompetensi bagi APIP

dalam kegiatan pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan

Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPKP berdasarkan:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);
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2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
dan dengan memperhatikan:

Bagian Keenam angka 5 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan
Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19).

Metode Kegiatan Pengawasan

Secara umum ATT dilaksanakan melalui proses pengumpulan
data/informasi, reviu dokumen, pengujian, analisis, wawancara, dan
pengamatan/observasi. Sedangkan metode reviu dilakukan melalui
pengujian ulang bukti-bukti untuk memperoleh keyakinan terbatas.
Sedangkan metode kegiatan konsultansi berupa peningkatan
kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan pengawasan PBJ
Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan dapat berupa Focus
Group Disscusion (FGD), workshop, sosialisasi, bimbingan teknis yang
dilakukan langsung ke kantor Inspektorat ataupun melalui video
conference. Selain itu konsultansi ini dapat dilakukan oleh Perwakilan
BPKP melalui penyediaan Help Desk serta Coaching Clinic dengan output

berupa laporan kegiatan konsultansi.
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BAB II
PERSIAPAN KEGIATAN PENGAWASAN

Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Bagan Organisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

ORGANISASI KEGIATAN PENGAWASAN PBJ
PENANGANAN COVID-19

Penanggung Jawab :
DEPUTI BIDANG PPKD

1 A 4

L 4 Koordinator :
Perwakilan BPKP Direktorat Pengawasan Tata Kelola
Pemerintah Daerah

A 4 A 4

Tim Konsultansi Tim Penyusun Tim Kompilasi
kepada APIP Juknis LHA/LHR

Jadwal Kegiatan Pengawasan

Jadwal kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP dan
Inspektorat dilakukan pada bulan September 2020. Kompilasi Hasil
Audit Tujuan Tertentu dan Hasil Reviu secara nasional dilakukan oleh
BPKP Pusat mulai Minggu ke-2 bulan Oktober 2020. Kompilasi
dilakukan atas kegiatan pengawasan audit tujuan tertentu dan kegiatan
reviu yang dilakukan oleh Inspektorat. Gambaran jadwal kegiatan

pengawasan sebagai berikut:
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No

Aktivitas

Tahun 2020

Pelaksana

Sep

Okt

Nov Des

Penyusunan
Petunjuk
Teknis SE
Kepala BPKP-
Nomor 12
tahun 2020-
Juknis
Pengawasan
PBJ
Penanganan
Covid-19

- Penyusunan
Draft
Juknis

- Focus Group
Discussion

- Webinar
Rakornis
Pengawasan
PBJ
Penanganan
Covid-19
yang
bersumber
dari APBD

- Finalisasi
Juknis

QA atas
pengawasan
PBJ
Penanganan
Covid-19
bersumber
dari APBD
untuk APIP
pemda di
wilayah
Perwakilan
BPKP

Deputi III

Pelaksanaan
Audit tujuan
tertentu /Reviu

Pelaporan
Hasil Audit

Deputi III

Inspektorat

Inspektorat
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Tahun 2020 Pelaksana
Agt Sep Okt Nov Des

No Aktivitas

tujuan
tertentu/hasil
Reviu

5 | Pelaksanaan Perwakilan
Konsultansi BPKP

dan Pelaporan
6 | Kompilasi Perwakilan
LHA/LHR BPKP
yang
dilaksanakan
oleh APIP

7. | Kompilasi Deputi III
Laporan Hasil
Audit tujuan
tertentu dan
hasil reviu

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Hasil Reviu dari
Perwakilan BPKP diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah paling lambat minggu ketiga Bulan
Oktober 2020 dan dikirimkan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
Laporan dalam bentuk soft copy dikirim ke alamat email

deputi4. 1@bpkp.go.id, wascovidl9@bpkp.go.id dan tembusan ke

pkdpkapip@gmail.com.

Tahapan Kegiatan Pengawasan
Persiapan Audit Tujuan Tertentu/ Reviu/Konsultansi

Dalam melakukan kegiatan pengawasan berupa Audit Tujuan
Tertentu dan Reviu, APIP Daerah membuat surat tugas yang ditujukan
kepada pimpinan OPD terkait, ditembuskan kepada kepala daerah dan
Perwakilan BPKP. Sebelum menerbitkan Surat Perintah Penugasan,
APIP seyogyanya melakukan analisis atas kebutuhan sarpras dan
almatkes untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan di lingkungan
pemdanya serta sumber-sumber pemenuhannya. Misalnya dipenuhi
dari sumber APBN berupa droping dari Kementerian Kesehatan, BNPB,

BUMN/D serta bantuan partisipasi masyarakat serta pihak lain. Data
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tersebut dapat diperoleh dari Satgas Percepatan penanganan Covid-19
di daerah atau BPBD atau Dinas Kesehatan. Selanjutnya APIP
menganalisis kebutuhan sarpras dan almatkes yang perlu dibiayai dari
APBD serta ketersedian anggaran untuk PBJ Penanganan Covid-19
Bidang Kesehatan (almatkes, sarpras dll).

Hasil analisis kebutuhan tersebut dapat digunakan sebagai dasar
perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di daerah
serta dapat dijadikan dasar perencanaan pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa berbasis risiko oleh APIP Daerah. Sebelum dilakukan
Audit Tujuan Tertentu /Reviu oleh APIP, Perwakilan BPKP melakukan
konsultansi berupa peningkatan kompetensi APIP dalam melakukan
Manajemen Risiko kegiatan penanganan Pandemi Covid-19.

Manajemen Risiko ini meliputi manajemen risiko terkait dengan
kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19,
yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan PPBR Pengadaan
Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana KK PPBR
PBJ Penanganan Covid-19 Bidang kesehatan (Lampiran Petunjuk
Teknik Nomor 5).

Kegiatan konsultansi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP
mengacu pada Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas
Program Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah. Selanjutnya APIP
akan memanfaatkan PPBR PBJ Pengadaan Barang dan Jasa
penanganan Pandemi Covid-19 tersebut untuk melakukan pengawasan
atas kontrak-kontrak strategis yang berisiko tinggi. Tata kerja
pengawasan penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana uraian dalam
Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5.

Berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko Pengadaan
Barang dan Jasa tersebut, APIP menyusun tim Audit Tujuan Tertentu
dengan susunan minimal satu pengendali teknis, satu ketua tim dan
dua anggota tim. Hari penugasan di lapangan minimal 10 (sepuluh)

hari. Sedangkan untuk penugasan reviu, APIP menyusun tim reviu
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dengan susunan minimal satu pengendali teknis, satu ketua tim dan

dua anggota tim. Hari penugasan di lapangan minimal 5 (lima) hari.

APIP yang akan melaksanakan Audit Tujuan Tertentu dan Reviu
seyogyanya telah dilakukan kegiatan konsultansi oleh Perwakilan BPKP
untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP. Materi yang disampaikan
dalam konsultansi antara lain Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid-
19 yang bersumber dari APBD ini.

Untuk semua penugasan baik Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan
Konsultansi hendaknya dilakukan oleh tim dengan SDM yang kompeten
dan telah dibekali dengan pemahaman risiko Pengadaan Barang dan
Jasa dan proses bisnis bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam hal kegiatan pengawasan berupa konsultansi yang
dilakukan oleh Perwakilan BPKP, pada tahap persiapan ini kegiatan
yang dilakukan adalah:

a. Koordinasi yang baik antara bidang P3A dan APD Perwakilan BPKP
untuk  pelaksanaan  penugasan = konsultansi  peningkatan
kompetensi atas pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa.

b. Penyusunan tim konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi
APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang
dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

c. Koordinasi dengan kepala daerah c.q. Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan
konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam
pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa
penanganan Pandemi Covid 19.

d. Penerbitan Surat Tugas konsultansi berupa peningkatan
kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan
Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-9. Surat
tugas ditujukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada

Inspektur Provinsi/Kabupaten /Kota.
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Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi

Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi
Covid-19 bidang kesehatan yang menjadi prioritas Audit Tujuan
Tertentu dan reviu oleh Inspektorat merupakan Pengadaan Barang dan
Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang memiliki
risiko tertinggi sebagaimana dalam Kertas Kerja PPBR (lihat Lampiran
Petunjuk Teknis Nomor 5).

Inspektorat di seluruh wilayah  provinsi/kabupaten/kota
melakukan Audit Tujuan Tertentu atau Reviu atas kegiatan Pengadaan
Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.
Perwakilan BPKP melakukan kegiatan konsultansi berupa peningkatan
kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan
Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19 bidang
kesehatan, baik di kantor Inspektorat berupa kegiatan bimtek,
sosialisasi (termasuk sosialisasi Juknis ini), workshop ataupun melalui
coaching clinic, help desk, konsultansi di kantor BPKP bagi APIP yang
tengah melaksanakan kegiatan Audit Tujuan Tertentu atau Reviu.

Perwakilan BPKP juga melaksanakan monitoring terhadap hasil
Audit Tujuan Tertentu dan Reviu yang dilakukan oleh seluruh
Inspektorat dan membuat kompilasi seluruh hasil Audit Tujuan
Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan KKA Kompilasi
Audit Tujuan Tertentu dan KKA Kompilasi Reviu.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan atas Pengadaan Barang dan
Jasa penanganan Pandemi Covid-19 dapat dilakukan langsung ke
lapangan ataupun secara daring melalui zoom, teleconference dll.
Seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan penanganan tersebut harus
dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelaporan Hasil Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi

Pelaporan hasil Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi berupa

peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan

pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-
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19 bidang kesehatan disusun menurut format yang ditentukan dalam
lampiran Petunjuk Teknis ini.

APIP Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Hasil Audit
dan Laporan Hasil Reviu dengan tembusan kepada Perwakilan BPKP,
selanjutnya Perwakilan BPKP melakukan kompilasi atas hasil Audit
Tujuan Tertentu dan Reviu oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya.
Perwakilan BPKP proaktif menghimpun, mereviu, menganalisis serta
mengklarifikasi (apabila terdapat hal yang kurang jelas data tidak
sinkron dsb) atas hasil Audit Tujuan Tertentu dan Reviu Pengadaan
Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan oleh
seluruh Inspektorat di wilayahnya (sebagaimana informasi dalam KKA
Individu ATT (Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6) dan KKR Individu
Reviu (Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 8), selanjutnya dilakukan
kompilasi (sebagaimana informasi dalam KKA Kompilasi - ATT dalam
Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 7 - dan KKR Kompilasi - Reviu dalam

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 9).
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BAB III
PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU

Pada bagian ini diuraikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan

Audit Tujuan Tertentu, mulai dari tahap pembicaraan pendahuluan

sampai dengan pengujian masing-masing sasaran yang akan di audit,

analisis atas proses PBJ, dan penyusunan simpulan.

A.

B.

Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan pimpinan satuan
kerja terkait penugasan audit tujuan tertentu, baik pada pemerintah
provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk mendapatkan gambaran
umum kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan pandemi
Covid-19 bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemda berikut
Satker/OPD tersebut, sebagai pemahaman awal secara menyeluruh
mengenai kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19
bidang kesehatan serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam pembicaraan ini tim
menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit
tujuan tertentu, target waktu penyelesaian Audit Tujuan Tertentu serta

pihak yang akan menindaklanjuti hasil Audit Tujuan Tertentu.

Gambaran Umum Auditan

Tim memperoleh gambaran umum auditan sebagai pemahaman
awal secara menyeluruh mengenai kegiatan Pengadaan Barang dan
Jasa dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, tupoksi instansi
terkait, data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana
Pengadaan Barang dan Jasa, relevansi kegiatan Pengadaan Barang
dan Jasa dengan penanganan Pandemi Covid-19, identifikasi risiko
dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data
lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. (lihat KKA Individu ATT

— Data Umum dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).
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Pengidentifikasian Pengadaan yang Strategis, telah dikontrakkan dan
dibayar

Penilaian ini dilakukan untuk meyakinkan kegiatan pengadaan
yang akan menjadi ruang lingkup audit tujuan tertentu merupakan

Pengadaan Barang dan Jasa yang strategis, telah dikontrakkan,

dibayar, serta atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan pengujian atas
kriteria:

1. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan
penanganan Covid-19 telah dilakukan penandatanganan kontrak
dan telah dibayar, atau atas permintaan Pejabat Pembuat
Komitmen.

2. Penilaian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19 bersifat strategis, hal ini setelah
dilakukan penilaian dan pemeringkatan total skor berdasarkan
register risiko Pengadaan Barang dan Jasa dan faktor-faktor risiko
antara lain: nilai kontrak yang signifikan dibandingkan dengan nilai
anggaran refocussing bidang kesehatan, adanya potensi fraud,
keterkaitan Pengadaan Barang dan Jasa dengan penanganan
Pandemi Covid-19, barang rentan, mudah hilang dsb. (lihat KKA
PPBR Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19

Bidang Kesehatan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5)

Pengujian Ketepatan Proses Identifikasi Kebutuhan baik Jenis, Jumlah,
maupun Spesifikasi Barang/Jasa yang dibutuhkan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi
kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Pengujian ini dilakukan atas kriteria identifikasi
kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan Covid-19, jenis,
jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat dan

didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan serta sesuai dengan
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analisis ketersediaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan Bagian II Point
2.1 Lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 point E.2.
Berdasarkan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan
Covid-19 huruf E angka 2, dinyatakan bahwa PA/KPA menetapkan
kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk
penanganan Covid-19. (lihat KKA Individu ATT - Data Permasalahan

dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian Kesesuaian Proses Perencanaan dengan Peraturan
Perundang-undangan

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan proses perencanaan
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

Pengujian dilakukan meliputi kriteria analisis ketersediaan
sumber daya dan penetapan cara pengadaan. Hal ini sesuai dengan
pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018. Pengujian juga dilakukan melalui
analisis dokumen perencanaan apakah telah didukung dengan Rencana
Kebutuhan disertai dengan bukti pendukung; alternatif rencana
pengadaan; dan rencana distribusi. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis
Nomor 2 poin D dan KKA Individu ATT - Data Permasalahan dalam

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).
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Pengujian Kewajaran Penetapan Penyedia Barang/Jasa

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan
penyedia telah sesuai dengan kriteria penetapan penyedia dalam
keadaan darurat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan
Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pengujian ini dilakukan melalui pemenuhan kriteria antara lain:
penyedia alat dan material kesehatan telah terdaftar di Kementerian
Kesehatan; penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan
Barang dan Jasa sejenis; dan pelaku usaha lain yang dinilai mampu
dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan
Jasa sejenis; atau penyedia dalam katalog elektronik. (lihat Lampiran
Petunjuk Teknis Nomor 2 poin E dan KKA Individu ATT - Data

Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Penilaian untuk memastikan tahapan pelaksanaan pengadaan
telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018. Pengujian dilakukan
untuk pemenuhan kriteria PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat
perintah PA/KPA; dalam hal PPK tidak ditunjuk karena tidak ada yang
memenuhi syarat, tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA; substansi
dokumen terkait Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai ketentuan.
(lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin F dan KKA Individu ATT -

Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
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Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pembayaran dilakukan
tanpa melebihi prestasi pekerjaan. Pengujian dilakukan ini melalui
pemenuhan kriteria pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah selesai dan telah diserahterimakan; pembayaran
telah memperhitungkan uang muka yang telah diterima. (lihat Lampiran
Petunjuk Teknis Nomor 2 poin G dan KKA Individu ATT - Data

Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian Kewajaran Harga Pengadaan Barang dan Jasa

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kewajaran harga
barang/jasa. Penyedia harus menyatakan Bukti Kewajaran Harga
barang/jasa yang disediakan. Harga wajar bukan berarti harus
termurah namun harga yang dapat dipertanggungjawabkan terlebih
dalam kondisi darurat yang dapat menimbulkan kenaikan harga karena
supply yang berkurang, disertai dengan dengan bukti pendukung
pembentuk harga tersebut.

Auditor harus meyakinkan bahwa pembentukkan harga tersebut
telah didukung dengan bukti-bukti terkait, misalnya ada data harga e-
catalog; data harga pembanding/pasar yang berlaku misalnya kontrak
sejenis yang sedang atau pernah dilaksanakan dan dokumen data harga
jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan; data
komponen pembentuk harga contohnya biaya produksi, biaya investasi,
perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor ataupun
dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu auditor juga harus mencermati kemungkinan adanya
pihak dalam mata rantai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah
tetapi mempengaruhi harga barang. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis
Nomor 2 poin H dan KKA Individu ATT - Data Permasalahan dalam

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian Proses Penerimaan Barang
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Pengujian ini untuk memastikan jumlah dan spesifikasi
barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan kesepakatan dan
diterima dengan tepat waktu. Hal ini juga untuk meyakinkan auditor
bahwa Penerimaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19
bidang kesehatan ini tidak bersifat fiktif.

Selain itu auditor juga harus mencermati bahwa alat kesehatan
dan alat kedokteran telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal
kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada
kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat
kesehatan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alkes, Alkes Diagnostik In
Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan produk
obat, auditor harus meyakinkan bahwa produk tersebut telah
mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat yang terdiri
dari 15 (lima belas) digit (misal DKL1234567891A1) sebagaimana
dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1010/MENKES/PER/XI/2008, tentang Registrasi Obat. (lihat Lampiran
Petunjuk Teknis Nomor 2 poin I dan KKA Individu ATT - Data

Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian Proses Pelaporan, Distribusi, dan Pemanfaatan Barang
Pengujian ini untuk memastikan semua pelaporan terkait dengan
kegiatan PBJ ini telah disusun dan didokumentasikan. Auditor juga
melakukan pengujian bahwa barang telah didistribusikan sebagaimana
rencana kebutuhan serta telah dimanfaatkan dan tidak ada barang yang
idle. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin J dan K dan KKA
Individu ATT - Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis

Nomor 6).

Pengujian atas Ketepatan Proses Perencanaan PBJ - Swakelola



- 30 -

Pengujian ini untuk memastikan proses perencanaan PBJ
Penanganan Pandemi Covid-19 melalui swakelola dilakukan sesuai
ketentuan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
dalam Penanganan Keadaan Darurat). (lihat Lampiran Petunjuk Teknis
Nomor 2 poin L dan KKA Individu ATT - Data Permasalahan dalam

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian atas Ketepatan Pelaksanaan PBJ — Swakelola

Pengujian ini untuk memastikan proses pelaksanaan PBJ
Penanganan Pandemi Covid-19 melalui swakelola dilakukan sesuai
ketentuan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
dalam Penanganan Keadaan Darurat). (lihat Lampiran Petunjuk Teknis
Nomor 2 poin M dan KKA Individu ATT - Data Permasalahan dalam

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Pengujian atas Kewajaran Harga — Swakelola

Pengujian ini untuk memastikan bahwa harga pengadaan
barang/jasa yang dilakukan melalui swakelola merupakan harga yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian ini diantaranya
dilakukan terhadap bukti data harga penjualan dari supplier kepada
pihak lain atas barang yang sama dalam waktu yang sama atau hampir
bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBJ melalui swakelola. (lihat
Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin N dan KKA Individu ATT - Data

Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

Penyimpulan, Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu, Pembahasan Hasil

Audit Tujuan Tertentu, dan Kesepakatan Hasil Audit Tujuan Tertentu
Berdasarkan hasil analisis atas pengujian seluruh sasaran audit

tujuan tertentu (mengacu pada PKA) dilakukan penyimpulan hasil ATT

(mengacu pada KKA yang ada permasalahan). Selanjutnya dituangkan
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dalam Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu untuk dilakukan pembahasan
dengan auditan. Hasil pembahasan dibuat dan menjadi kesepakatan
yang akan ditindaklanjuti oleh auditan.

Keseluruhan langkah pengujian tersebut di atas dituangkan
dalam Program Kerja Audit Tujuan Tertentu dan Kertas Kerja Audit
Tujuan Tertentu sebagaimana dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor

2 dan 6.
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BAB IV
PELAKSANAAN REVIU

Kegiatan pengawasan Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan

yang memadai yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti

suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar,

rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan telah dilakukan

memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat

Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat

dalam rangka pemenuhan PBJ untuk percepatan penanganan Pandemi

Covid-19.

Berikut ini langkah-langkah dalam melaksanakan Reviu atas atas

PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

A.

Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan kepala dinas
satuan kerja terkait, baik pada pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk mendapatkan gambaran
umum unit yang akan direviu sebagai pemahaman awal secara
menyeluruh mengenai kegiatan PBJ penanganan Covid-19 bidang
kesehatan serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan kegiatan.

Tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang
lingkup reviu, target waktu penyelesaian reviu serta pihak yang akan

menindaklanjuti hasil reviu.

Gambaran umum Satker/OPD yang direviu

Tim memperoleh gambaran umum satker/OPD yang direviu
sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ
dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, tupoksi instansi terkait,

data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana PBJ,
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relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan Pandemi Covid-19 bidang
kesehatan, identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
kegiatan,dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. (lihat

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin A).

C. Pengujian relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan
penanganan
COVID-19
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PBJ
Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Hal ini
dilakukan dengan memperhatikan jenis barang/jasa yang disediakan
berkaitan langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (lihat

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B Kriteria 1).

D. Pengujian kepemilikan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi
kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Pengujian ini dilakukan atas kriteria identifikasi
kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan Covid-19, jenis,
jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat
(terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran harus sesuai
standar kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Inpres
4/Tahun 2020 poin kelima) dan didasarkan pada hasil pengkajian
cepat di lapangan serta sesuai dengan analisis ketersediaan sumber
daya. Hal ini sesuai dengan Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan
LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020
point E.2.

Berdasarkan SE LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan
atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Covid-19 huruf E

angka 2, dinyatakan bahwa PA/KPA menetapkan kebutuhan
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barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan

Covid-19. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 2).

Pengujian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah
memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan
PBJ penanganan COVID-19

Pengujian untuk memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) telah memerintahkan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam hal PPK tidak
ditunjuk karena tidak ada yang memenuhi syarat, tugas PPK harus
diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan,
dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11
ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. (lihat Lampiran

Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B kriteria 3).

Pengujian atas Penyedia yang ditunjuk oleh PPK telah memiliki
kemampuan untuk melaksanakan PBJ

Pengujian ini untuk memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk
oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara
lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di
instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tidak
pernah masuk Daftar Hitam, atau bukti lainnya. Dalam hal PBJ
dilakukan melalui Swakelola, harus ada hasil kajian cepat atas
kemampuan sumber daya K/L/D untuk melakukan kegiatan PBJ.

(lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B kriteria 4).

Pengujian adanya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan
obat yang disediakan

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa alat kesehatan
dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki

nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan. Sesuai
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dengan ketentuan Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg Izin
Edar Alkes, Alkes Diagnostik In Vitro, Dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga, produk alat kesehatan harus mencantumkan nomor
izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas
kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk,
brosur/leaflet alat kesehatan. Sedangkan menurut Permenkes RI
Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat, produk obat
harus mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. (lihat

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B kriteria 5).

Pengujian adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia

Pengujian ini dilakukan untuk menilai pemenuhan kriteria
adanya bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan Pandemi
Covid-19) dari Penyedia. Penyedia harus menyatakan bahwa
barang/jasa yang mereka sediakan telah wajar. Harga wajar bukan
berarti harus murah namun harga yang dapat dipertanggungjawabkan
disertai dengan dengan bukti pendukung pembentuk harga tersebut.

(lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 6).

Pengujian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia dengan segera setelah SPPBJ
dan SPMK terbit

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa Penyedia
melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit
(untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi). Pengujian
ini dapat dilakukan melalui konfirmasi terhadap penyedia terkait, reviu
atas dokumen kontrak, bila memungkinkan dilakukan reviu atas

penerimaan barang. (lihat lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria

7).

Pengujian keahlian Tim Pelaksana Kegiatan PBJ- Swakelola
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Pengujian ini dilakukan apabila kegiatan PBJ dilakukan melalui
Swakelola. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Tim Pelaksana
Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya
teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa.
Penggunaan tenaga ahli hanya diperbolehkan untuk Swakelola Tipe 1
dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana. Hal
ini sebagaiman ketentuan dalam pasal 47 Perpres 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. (lihat lampiran

Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 8).

Pengujian adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ

Pengujian ini untuk memastikan bahwa masing-masing pihak
yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan
(Kegiatan  swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima
Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas
PBJ. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan dalam SE Kepala LKPP
Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas
Pelaksanaan PBJ dalam Rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 6
sebagaimana dijabarkan dalam SE Kepala BPKP Nomor SE-
6/K/D2/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh
APIP atas PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (lihat

lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 9).

Penyimpulan dan pembahasan Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas seluruh sasaran reviu (mengacu
pada PKA) dilakukan penyimpulan hasil reviu (mengacu pada KKA yang
ada permasalahan). Selanjutnya dituangkan dalam Hasil Reviu atas
PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan untuk dilakukan
pembahasan dengan unit yang direviu.

Keseluruhan langkah pengujian tersebut di atas dituangkan
dalam Program Kerja Reviu dan Kertas Kerja reviu sebagaimana dalam

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 dan §).
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BAB V
PELAKSANAAN KONSULTANSI

Konsultansi adalah pemberian bantuan kepada pihak lain berupa
kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh
APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan
perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pemerintah daerah (dalam hal ini kegiatan
pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-
19).

Konsultansi dapat berupa bimtek, workshop, sosialisasi, Focus Group
Discussion (FGD), dan bentuk layanan lainnya (Coaching Clinic dan
Helpdesk) agar APIP dapat memahami, mengevaluasi pengelolaan risiko,
dan melaksanakan kegiatan pengawasan PBJ secara efektif, transparan,
dan akuntabel. Kegiatan konsultansi dapat dilakukan secara langsung

(fisik) maupun virtual meeting.

Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan Kepala Daerah c.q.
Inspektorat dan kepala Satuan Kerja terkait (pengelola barang dan jasa)
baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk menyampaikan gambaran
umum kegiatan konsultansi yang akan dilaksanakan kepada APIP
berupa peningkatan kompetensi SDM APIP terhadap pengelolaan risiko
dan kegiatan kegiatan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19.

Tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang

lingkup konsultansi yang akan dilakukan.

Gambaran Umum Pihak yang Dilakukan Konsultansi

Tim memperoleh gambaran umum seluruh pihak yang terlibat
dalam kegiatan PBJ sebagai pemahaman awal secara menyeluruh
mengenai kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 berserta risiko-

risikonya, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran,
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jumlah paket dan nilai rencana PBJ, ketentuan/peraturan mengenai
PBJ, identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Konsultansi BPKP terhadap Kegiatan PBJ Pemda Penanganan Covid-19

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa
BPKP telah melaksanakan konsultansi terhadap APIP (berupa bimtek,
workshop, couching clinic, dll) atas pengelolaan risiko yang akan
digunakan sebagai input dalam kegiatan pengawasan PBJ Pemda
dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Konsultansi ini
dilakukan secara simultan agar PBJ percepatan penanganan COVID-19
dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel. (lihat

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4 kriteria 1).

Layanan Coaching Clinic/ Helpdesk terhadap Kegiatan PBJ Pemda
Penanganan Covid-19

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa
BPKP turut mendukung melalui layanan coaching clinic dan helpdesk
terhadap APIP atas kegiatan PBJ Pemda yang berbasis risiko dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19. Layanan ini dilaksanakan
agar APIP dapat dengan segera berkonsultasi kepada BPKP apabila
terdapat kendala atau permasalahan sewaktu-waktu pada kegiatan
PBJ berikut pengelolaan risikonya dan membutuhkan tanggapan
segera untuk ditindaklanjuti. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4

kriteria 2).

Layanan Penerapan Pengelolaan Risiko atas Kegiatan PBJ Pemda
Penanganan COVID-19

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa
telah ada pengelolaan risiko terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-
19. Atas risiko yang ada dan pengendalian yang diterapkan, dapat

diambil langkah pengendalian lanjutan jika masih terdapat risiko yang



-39 -

akan mengganggu tercapainya pengadaan secara efektif, transparan,
dan akuntabel. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4 kriteria 3).
Dalam kegiatan konsultansi ini termasuk bimbingan teknis
pengelolaan risiko sampai dengan penyusunan PPBR untuk
pelaksanaan pengawasan PBJ penanganan pandemi Covid-19 atas
kontrak PBJ yang berisiko tinggi.
Pelaksanaan konsultansi pengelolaan risiko terhadap kegiatan
PBJ penanganan Covid-19 dilakukan oleh perwakilan BPKP kepada
pengelola pengadaan barang dan jasa serta APIP daerah. (lihat KK
PPBR dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5).
Tata cara konsultansi pengelolaan risiko mengacu pada
kebijakan BPKP yaitu:
1. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;
2. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Bimbingan
dan Konsultansi Pembinaan SPIP dan Pengelolaan Risiko;
3. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor S-1486/D3/02/2018 tanggal 14 September
2028 tentang Modul Penyelenggaraan SPIP atas PBJ pada Pemda;
4. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nomor S-593/D3/04/2020 tanggal 11 September
2020 Hal Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas

Program Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah.
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BAB VI
PELAPORAN

Hasil audit tujuan tertentu dan reviu disusun dalam bentuk Laporan
Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHA) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). Dalam
masing-masing LHA dan LHR yang diterbitkan memuat simpulan dan
rekomendasi/saran untuk ditindaklanjuti oleh auditan.

Kompilasi atas hasil ATT dan hasil Reviu berbasis risiko tingkat
wilayah Perwakilan BPKP dilakukan atas LHA dan LHR PBJ Penanganan
Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh seluruh Inspektorat di
wilayahnya. Format kompilasi sebagaimana dalam KKA Kompilasi ATT
dan KKR Kompilasi Reviu terlampir. Perwakilan BPKP mengirimkan
laporan kompilasi hasil pengawasan PBJ (ATT dan Reviu) seluruh APIP di
wilayah Provinsi beserta KKA Kompilasi ATT dan KKA Kompilasi Reviu
dalam bentuk softfile kepada BPKP Pusat.

Pada tingkat nasional, LHA dari masing-masing pemerintah daerah
sebagaimana yang telah dikompilasi oleh Perwakilan BPKP (berdasarkan
KKA Kompilasi Perwakilan) akan dikompilasi dan disusun LHA Kompilasi
atas PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 secara nasional. Dalam laporan
kompilasi tingkat nasional juga akan disampaikan simpulan dan
rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah (Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Teknis).

Pelaporan kegiatan konsultansi peningkatan kompetensi APIP dalam
pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19, disusun atas kegiatan
bimtek, workshop, sosialisasi, coaching clinic, helpdesk termasuk
permasalahan dan saran rencana aksi perbaikan.

A. Format Laporan
Format laporan hasil ATT/reviu/konsultansi sebagaimana dalam

lampiran Petunjuk Teknis ini.

B. Penyusunan Laporan

Laporan hasil audit tujuan tertentu terdiri dari :
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1. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19
bidang kesehatan yang disusun oleh Inspektorat dalam bentuk bab.

2. Laporan Hasil Reviu PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang
kesehatan yang disusun oleh Inspektorat dalam bentuk surat.

3. Laporan Hasil Konsultansi yang disusun oleh Perwakilan BPKP dalam

bentuk surat.

Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan

Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang disusun dalam bentuk surat.

C. Pendistribusian Laporan
1. LHA PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh

Inspektotrat dibuat empat eksemplar dan didistribusikan:

a. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah.
b. Satu eksemplar untuk auditan/OPD yang diaudit (tembusan).
c. Satu eksemplar untuk Perwakilan BPKP (tembusan).
d. Satu eksemplar untuk arsip.
e. Hasil ATT disampaikan secara digital melalui surat elektronik (e-
mail) kepada wascovid19@bpkp.go.id
2. LHR yang dilakukan oleh Inspektorat dibuat empat eksemplar dan
didistribusikan kepada:
a. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah.
b. Satu eksemplar untuk OPD yang direviu (tembusan).
c. Satu eksemplar untuk Perwakilan BPKP (tembusan).
d. Satu eksemplar untuk arsip.
e. Hasil Reviu disampaikan secara digital melalui surat elektronik (e-
mail) kepada wascovid19@bpkp.go.id.
3. Kompilasi LHA dan LHR secara nasional atas PBJ Penanganan

Pandemi Covid-19 dibuat empat rangkap dan didistribusikan kepada:

a. Menteri Dalam Negeri.

b. Menteri Teknis (K/L).
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c. Kepala BPKP.
d. Arsip Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah.

4. Laporan Konsultansi termasuk pengelolaan risiko berikut Register
Risiko PBJ yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP terhadap APIP
dibuat lima eksemplar dan didistribusikan kepada:

a. Satu eksemplar untuk Inspektorat.

b. Satu eksemplar untuk Satker/OPD (yang dilakukan konsultansi).

c. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah (tembusan).

d. Satu eksemplar untuk Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah (tembusan).

e. Satu eksemplar untuk arsip.
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 1

Tata Kerja Pelaksanaan Pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19

Tata kerja pelaksanaan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19
diuraikan sebagai berikut:

No Kegiatan Pelak- Output Jadwal
sanaan
1 | Himpun seluruh Bidang Audit
data kontrak PBJ P3A Universe
bidang Kesehatan | Perwakilan | Pengawasan
bersumber APBD. BPKP PBJ

(Nilai, Unit kerja,
Jenis PBJ (barang,
konstruksi),
progres per 15 Sept
2020 apakah
Kontrak
sdh/belum
ditandatangani,
sdh/blm
dilaksanakan, sdh
dibayar/blm.
(sebagaimana KKA
B Individu)

2 | Lakukan penilaian Bidang Profile faktor
dan peringkat P3A risiko dan
risiko berdasarkan | Perwakilan | tentukan 10
skor faktor risiko BPKP kontrak dg
Nilai anggaran skor total
bobot 50% faktor risiko
Potensi fraud 30% tertinggi

Kerentanan 20%

3 | Atas 10 kontrak Bidang RR dan RTP
dengan total skor | APD dan
faktor risiko P3A
terbesar Perwakilan
sebagaimana butir BPKP
2 tsb, di lakukan
bimtek pengelolaan
risiko, dengan
peserta yaitu OPD
pengelola PBJ 10
kontrak tsb dan
APIP-nya
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APIP membuat Korwas Rencana
PPBR PBJ Bidang Pengawasan
Penanganan Covid- P3A PBJ (yang
19 Bidang dikomunikasi
Kesehatan: kan kepada
a. Hasil RR atas 10 Tim MO dan

kontrak Kepala

sebagaimana Daerah)

butir 3

masukkan

dalam kertas

kerja PPBR

dengan bobot
30% untuk RR
dan 70%
Faktor Risiko.

b. Kontrak di luar
10 (yang telah

punya RR)
masukan ke
kertas kerja

PPBR dengan
bobot 0% untuk
RR dan 100%
untuk faktor
risiko (karena
kontrak blm
mempunyai RR)

c. Buat
pemeringkatan
total skor risiko
utk setiap
kontrak dari
seluruh Audit
Universe
sebagaimana

butir 1 dan
2.(output Kertas
Kerja PPBR).

d. Buat rencana
pengawasan
PBJ berbasis
risiko. Tentukan

minimal 3
kontrak dengan
total skor
tertinggi

sebagaimana
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butir 3.
Tentukan
kebutuhan
SDM, anggaran,
jenis

pengawasan
(reviu atau ATT).

Lakukan bimtek P3A

cara pengawasan

PBJ oleh APIP

sampai dengan

penyusunan PKA,

KKA, pengujian,

analisis dan

penyimpulan,

pembahasan tim,

reviu berjenjang

LHP pengawasan

PBJ, serta saran

untuk  perbaikan

ketaatan dan

perbaikan

pengendalian.

APIP melakukan APIP Data-data

pengawasan  PBJ PBJ,

minimal 3 kontrak KKA ATT/

dengan total skor reviu,

risiko tertinggi Simpulan,

sebagaimana Saran,

kertas kerja PPBR. Laporan

*) Hasil
Pengawasan,
Progres TL
Rekomendasi

Perwakilan = BPKP P3A

memonitor reviu

kualitas, coaching

clinic pengawasan

PBJ oleh APIP.

Perwakilan = BPKP P3A Laporan

melakukan kompilasi

kompilasi data data seluruh

anggaran  bidang PBJ bid

kesehatan, PBJ kesehatan di

bidang kesehatan seluruh

seluruh OPD di
seluruh pemda,

pemda dan
data hasil
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data-data hasil pengawasan
pengawasan APIP PBJ seluruh
atas PBJ bidang APIP dan
kesehatan, data- data hasil
data pelaksanaan pengawasan
pengawasan  PBJ PBJ berbasis
berbasis risiko risiko
sesuai format. (ATT (dengan
dan Reviu). lampiran
Perwakilan BPKP KKA
proaktif Kompilasi
menghimpun, Perwakilan
mereviu, yang
menganalisis serta dikompilasi
mengklarifikasi berdasarkan
(apabila  terdapat data KKA
hal yang kurang Individu))
jelas; data tidak
sinkron dsb) atas
hasil ATT dan
Reviu PBJ
penanganan
Pandemi Covid-19

9 | Perwakilan  BPKP P3A Bukti
menyampaikan pengiriman
laporan kompilasi laporan dan
(dengan KKA
melampirkan KKA Kompilasi,
Kompilasi tembusan
Perwakilan) laporan
seluruh PBJ pemda
dan hasil
pengawasan PBJ
bidang kesehatan
oleh APIP ke
Rendal

10 | Rendal melakukan | Rendal 6 lap QA
QA dan analisis
kesesuaian
pengawasan
dengan Juknis

11 | Rendal melakukan | Rendal Lap
kompilasi nasional kompilasi

*) Catatan: Apabila terdapat permintaan joint audit dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
kepada Perwakilan BPKP, maka Perwakilan BPKP dapat memenuhinya secara selektif dengan
memperhatikan prioritas penyelesaian penugasan sendiri serta ketersediaan SDM. Inspektorat
mengajukan surat permintaan joint audit kepada Perwakilan BPKP dengan menyatakan
kegiatan yang akan diaudit, ruang lingkup audit, jumlah bantuan SDM yang dibutuhkan,
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waktu pelaksanaan, serta pembiayaan pelaksanaan audit. Perwakilan BPKP mengirimkan
surat perihal pemberian bantuan tenaga/SDM kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
dan menyatakan bahwa Perwakilan BPKP tidak mengambil alih tanggung jawab atas
pelaksanaan audit tersebut. Surat Tugas pelaksanaan audit diterbitkan oleh Inspektorat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 1

PROGRAM KERJA AUDIT TUJUAN TERTENTU

A. Gambaran Umum Auditan

Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Waktu
Reff KKA

Pelaksana
Waktu
Pelaksana

Tujuan Audit:
Memperoleh gambaran umum auditan sebagai pemahaman awal secara
menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan
percepatan penanganan Covid-19.
Kriteria 1:
Gambaran umum auditan meliputi kegiatan pemda dalam percepatan
penanganan Covid-109.
1 | Dapatkan informasi mengenai instansi yang
memiliki keterkaitan dengan kegiatan
percepatan penanganan Covid-19
2 | Dapatkan tupoksi Dinas terkait tersebut
(misal: Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Umum Daerah)
3 | Dapatkan informasi mengenai kegiatan yang
dilakukan di unit-unit kerja (pemda)
berkaitan dengan percepatan penanganan
Covid-19
4 | Pelajari apakah kegiatan yang dilakukan
telah relevan dengan percepatan penangan
Covid-19
S5 | Buat rangkuman atau simpulan

Kriteria 2:
Identifikasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis serta
permasalahan/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan
penanganan Covid-19
1 | Dapatkan informasi awal mengenai
Anggaran, Anggaran Perubahan dan
Realisasi APBD Tahun 2020 pada Pemda
bersangkutan termasuk sebaran unit kerja
/ OPD-nya

KKA
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Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

2 | Dapatkan informasi awal mengenai jumlah
paket serta nilai Rencana dan Realisasi PBJ
untuk penanganan Covid-19 yang
dilakukan di Pemda tersebut

3 | Dapatkan informasi awal mengenai seluruh
kegiatan PBJ yang telah dikontrakkan

4 | Dapatkan informasi awal mengenai kegiatan
PBJ yang bersifat strategis (nilai kontrak
signifikan, kebutuhan utama dalam PBJ
penanganan Covid-19, sebarannya luas dan
berisiko tinggi) dalam percepatan
penanganan Covid-19 serta
permasalahan/hambatan yang timbul
dalam kegiatan PBJ tersebut

5 | Dapatkan informasi awal mengenai
kemungkinan penyebab timbulnya
permasalahan/hambatan ini.

6 | Dapatkan informasi mengenai kemungkinan
akibat dari terjadinya
permasalahan/hambatan ini.

7 | Dapatkan informasi mengenai tindak lanjut
yang sudah dilakukan.

8 | Buat rangkuman atau simpulan dan
tuangkan dalam KKA Data Umum

TAHAP PERENCANAAN

B. Pengidentifikasian kegiatan PBJ yang bersifat strategis, telah
dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan pembayaran

Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA
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Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Waktu
Reff KKA

Pelaksana
Waktu
Pelaksana

Tujuan Audit:
Mendapatkan data kegiatan pengadaan yang akan menjadi ruang lingkup
audit

Kriteria 1:
Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah
dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan pembayaran

1 | Dapatkan Surat Keputusan (SK) PPK dan
Bendahara Pengeluaran

2 | Dapatkan laporan kemajuan progres proses
pengadaan dari masing-masing PPK

3 | Dapatkan Surat Keputusan (SK) Penetapan
Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19

4 | Dapatkan data seluruh kegiatan PBJ dalam
rangka percepatan penanganan Covid-19

5 | Bandingkan apakah kegiatan PBJ yang
dilakukan telah sesuai dengan SK Penetapan
Kebutuhan Barang/Jasa

6 | Identifikasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang terkait bidang kesehatan, telah
ditandatangani, dilakukan pembayaran dan
belum pernah dilakukan audit oleh APIP

7 | Lakukan identifikasi atas kontrak yang
belum atau terlambat dibayar karena
anggaran tidak mencukupi

8 | Lakukan analisis dan buat simpulan serta
tuangkan dalam KKA Data Kontrak

Kriteria 2:
Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 bersifat
strategis.

1 | Buatkan Daftar kontrak seluruh PBJ
penanganan Covid-19

2 | Lakukan penilaian risiko atas seluruh
kontrak PBJ penanganan Covid-19 untuk
menentukan kegiatan PBJ yang
strategis/prioritas.

3 | Lakukan penilaian risiko berdasarkan faktor-
faktor risiko (al. nilai kontrak yang signifikan,
potensi fraud, PBJ almatkes apakah rentan




-51 -

Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

dan mudah hilang; terkait masalah
distribusi, kompleksitas PBJ dan inherent
risk)

4 | Buat bobot dan skoring untuk masing-
masing faktor risiko yang mempengaruhi
kegiatan PBJ tersebut.

5 | Buat peringkat berdasarkan hasil
perhitungan skoring dan bobot tersebut
untuk semua kontrak PBJ dan pilih kontrak
dengan peringkat atas yang berisko tinggi
sebagai prioritas kontrak yang akan
dilakukan audit.

6 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA

C. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah,
maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan

Rencana Realisasi
Prosedur Audit < «
£ 5 E |z &
“ | @ k| X
- © - ™
S|l |3 |B|%
] ) m
Ay Ay

Tujuan Audit:
Memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria 1:
Identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan Covid-19
dan jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat
serta didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan dan sesuai
dengan analisis ketersediaan sumber daya.

1.| Dapatkan data permintaan kebutuhan dari
Unit Teknis/Organisasi Perangkat
Daerah/Rumah Sakit Rujukan/Rumah Sakit
yang melaksanakan pelayanan Covid-19

2.| Dapatkan hasil identifikasi kebutuhan PBJ
dalam rangka percepatan penanganan Covid-
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Prosedur Audit

Rencana

Realisasi

Pelaksana
Waktu

Pelaksana
Waktu
Reff KKA

19

Dapatkan kebijakan yang digunakan sebagai
dasar identifikasi kebutuhan, misalnya Hasil
Kaji Cepat dan Analisis Ketersediaan Sumber
Daya oleh Tim Kaji Cepat, arahan gugus
tugas atau kebijakan pihak yang berwenang
atas penanganan Covid-19

.| Bandingkan proses dan hasil identifikasi
kebutuhan dengan dokumen pendukungnya

Cek apabila terdapat perbedaan dan
identifikasi permasalahan yang muncul

Lakukan analisis kesesuaian jumlah
anggaran yang tersedia dengan jumlah
rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa
serta alternatif pemenuhannya

Lakukan analisis untuk mengidentifikasi
barang/jasa yang bukan untuk penanganan
Covid-19 namun tercantum dalam rencana
kebutuhan

.| Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
Data Permasalahan
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D. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan
perundang-undangan

Tujuan Audit :
Untuk memastikan proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah serta Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

Kriteria 1 :
Pemerintah daerah telah melakukan proses perencanaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

1 | Dapatkan dokumen perencanaan
pengadaan dari masing-masing PPK.

2 | Teliti apakah dokumen perencanan telah
meliputi analisis ketersediaan sumber daya
dan penetapan cara pengadaan
Barang/Jasa (pasal 6 ayat (2) Perlem No 13
tahun 2018)

3 | Lakukan analisis terhadap dokumen
perencanaan, apakah didukung dengan
Rencana Kebutuhan yang didukung bukti,
Alternatif rencana pengadaan, dan Rencana
Distribusi

4 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
Data Permasalahan

TAHAP PELAKSANAAN

E. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa
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Rencana Realisasi
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Tujuan Audit:

Memastikan proses penetapan penyedia telah sesuai dengan kriteria
penetapan penyedia dalam keadaan darurat sebagaimana amanat Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kriteria 1:
Penyedia Alat dan Material Kesehatan terdaftar di Kementerian Kesehatan,
Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis, dan Pelaku
Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk
melaksanakan PBJ sejenis

1 | Dapatkan bukti penetapan penyedia dan

kontrak

2 | Dapatkan notulen-notulen rapat penetapan
penyedia

3 | Lakukan analisis kriteria penyedia, apakah
penyedia:

a. Penyedia telah terdaftar di Kementerian
Kesehatan sebagai penyalur atau produsen
alat dan material Kesehatan (jika
merupakan pengadaan alat dan material
Kesehatan)

b. Merupakan penyedia terdekat yang sedang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
sejenis

c. Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan
memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa sejenis

d. Penyedia pernah menyediakan barang/jasa
sejenis di Instansi Pemerintah

e. Sebagai penyedia dalam katalog elektronik

4 | Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam
mata rantai distribusi barang mulai dari
produsen sampai kepada penyedia
barang/jasa. Lakukan analisis apakah:

a. Setiap pihak dalam mata rantai distribusi
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barang telah mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

b. Terdapat mata rantai distribusi barang yang
tidak perlu dan/atau tidak memberikan
nilai tambah dalam proses distribusi barang

c. Mata rantai yang tidak sesuai dengan
ketentuan dan/atau tidak memberikan nilai
tambah mempengaruhi harga  yang
diberikan oleh penyedia barang/jasa

5 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data

Permasalahan

F. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Tujuan Audit:
Memastikan proses pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Kriteria 1:
Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Nomor 13 Tahun 2018
1 | Dapatkan dokumentasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, antara lain
dokumen perintah dari PA/KPA kepada PPK
untuk melaksanakan PBJ, SPPBJ, Berita
Acara Pemeriksaan Bersama dan Program
Kegiatan (apabila diperlukan), SPMK, Surat
Pesanan (untuk barang), Berita
Acara/Dokumen Lain tentang Kesepakatan
Pemberhentian Pekerjaan, Berita Acara
Perhitungan Bersama, dan Berita Acara
Serah Terima Barang
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Prosedur Audit

Rencana Realisasi
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Yakinkan bahwa PPK yang yang ditunjuk
telah sesuai dengan surat perintah.

Dalam hal PPK tidak ditunjuk (tidak ada yang
memenuhi syarat), yakinkan bahwa tugas
PPK telah diemban oleh PA/KPA sebagai
pelaku dalam tata kelola pengadaan.

(dengan uraian tugas sebagaimana disebut
dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018).

Analisis apakah Surat Penunjukkan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ) telah paling sedikit

memuat:

a. Jenis Pengadaan

b. Perkiraan Ruang Lingkup Pekerjaan

c. Lokasi Pekerjaan

d. Rencana Waktu Penyelesaian Pekerjaan

e. Jenis Kontrak (diutamakan menggunakan
jenis kontrak Harga Satuan untuk
pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan
Pekerjaan Konstruksi)

f. Tata cara pembayaran

Analisis apakah Surat Pesanan Barang telah:

a. Merinci jumlah, jenis dan satuan barang

b. Disetujui oleh Penyedia Barang

c. Apakah terdapat Barang yang tidak dapat
disediakan oleh Penyedia. Jika ada,
bandingkan dengan analisis kriteria
penyedia pada bagian Pengujian
Kewajaran Penetapan Penyedia

Analisis Berita Acara Pemeriksaan Bersama

dan Rapat Persiapan, berupa:

a. Apakah Berita  Acara  Pemeriksaan
Bersama telah memuat jenis, lingkup
pekerjaan, spesifikasi teknis,
jumlah/volume, serta perkiraan waktu
penyelesaian

b. Apakah Berita  Acara  Pemeriksaan
Bersama termuat klarifikasi/konfirmasi
kemampuan penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan
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Prosedur Audit

Rencana Realisasi
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c. Apakah terdapat usul dari PPK mengenai
tim teknis dan ditetapkan oleh PA/KPA?
(Apabila diperlukan tim teknis)

d. Apabila  dilakukan rapat persiapan,
apakah terdapat notulen rapat persiapan

Analisis apakah Program Kegiatan telah:
a. Disusun dengan mengacu pada Berita
Acara Pemeriksaan Bersama
b. Apakah Program Kegiatan telah disetujui
oleh PPK
c. Apakah Program Kegiatan telah memuat
1) Informasi pekerjaan yang akan
dilaksanakan
2) Organisasi Kerja Penyedia
3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
4)Jadwal Pengadaan Bahan/Material,
Mobilisasi Peralatan dan Personel
5) Metode Pelaksaaan Pekerjaan
6) Penyusunan Rencana  Pemeriksaan
Pelaksanaan Pekerjaan

Analisis apakah SPMK telah mencantumkan:

a. Perintah agar Penyedia segera melakukan
mobilisasi sumber daya yang diperlukan
dan mulai melaksanakan pekerjaan

. Jenis Pekerjaan

. Lokasi Pekerjaan

. Tanggal mulai kerja

. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan
Tata cara pembayaran
(bulanan/termin/sekaligus)

g. Hal lain yang dianggap perlu termasuk

saksi

00 Q0 T

Lakukan uji petik atas beberapa Penyedia
untuk meyakinkan bahwa Penyedia telah
melaksanakan pekerjaan segera setelah
SPPBJ/SPMK terbit.

10

Apabila belum dilaksanakan, dapatkan
informasi penyebab belum dilaksanakannya
pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk
mulai melaksanakan pekerjaan.
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Prosedur Audit

A
o
B
0
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[

Realisasi

Pelaksana

Waktu

Pelaksana
Waktu
Reff KKA

11

Lakukan analisis apakah dilakukan

Langkah-langkah pengendalian dalam

pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:

a. Penyedia menyusun laporan pekerjaan
dan melaporkannya pada PPK

b. Penyelenggaraan rapat pemantauan untuk
pembahasan perkembangan pekerjaan

c. Laporan Penyedia kepada PPK secara
tertulis apabila terdapat kendala yang
dapat mempengaruhi/mengubah hasil
capaian pekerjaan

d. Kesepakatan KPA/PPK dengan Penyedia
apabila terdapat perubahan ruang lingkup
pekerjaan dan menuangkannya dalam
Program Kegiatan

12

Analisis apakah Berita Acara/Dokumen Lain
mengenai kesepakatan pemberhentian
pekerjaan telah sesuai dengan rencana waktu
penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam
SPMK. Jika tidak, uraikan penyebabnya

13

Analisis apakah Berita Acara Perhitungan

Hasil Pekerjaan telah memuat:

a. Pernyataan pengukuran dan pemeriksaan
atas pekerjaan

b. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan
(PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang
terlibat) telah menandatangani berita
acara

c. Bandingkan berita acara dengan program
kegiatan

14

Analisis apakah Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan telah memuat:

a. Pekerjaan telah dinyatakan selesai

b. Permintaan secara tertulis oleh Penyedia
kepada PPK untuk dilaksanakan serah
terima hasil pekerjaan

c. Tanggal serah terima

d. Nama Penyedia

e. Lokasi Pekerjaan

f. Jumlah dan Spesifikasi Pekerjaan yang
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terdapat perbedaan, apa penyebabnya

dilaksanakan. Bandingkan dengan Berita
Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan,
Program Kegiatan dan SPMK. Jika

15 | Buat Simpulan

G. Pengujian atas Ketepatan Pembayaran

Tujuan Audit:
Memastikan pembayaran dilakukan tanpa melebihi prestasi pekerjaan

Kriteria 1:

Pembayaran dilakukan sesuai dengan penghitungan prestasi pekerjaan

1 | Dapatkan dokumen kontrak, Berita Acara
Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah
Terima, dan Dokumentasi Pembayaran ke
Penyedia

2 | Bandingkan antara pembayaran ke Penyedia
dengan kontrak/Berita Acara Perhitungan
Bersama/Berita Acara Serah Terima

3 | Jika terdapat pembayaran uang muka,
lakukan analisis apakah pembayaran uang
muka telah disebutkan dalam SPMK dan
pembayaran terakhir (100%) telah
memperhitungkan pembayaran uang muka

4 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
serta golongkan ke dalam kode temuan 01,
02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)
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H. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa

Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

Tujuan Audit:
Memastikan bahwa harga pengadaan barang/jasa adalah harga yang wajar

Kriteria 1:
Penyedia mampu membuktikan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga
yang wajar

1 | Dapatkan dokumentasi pembayaran ke
Penyedia dan bukti kewajaran harga dari
Penyedia

2 | Bandingkan kesesuaian antara pembayaran
dengan bukti kewajaran harga. Lakukan
konfirmasi kepada pihak penerbit dokumen
pendukung pembentuk kewajaran harga

3 | Identifikasi bukti pembentukan kewajaran

harga, seperti:

a. Harga pembanding/pasar yang berlaku,
contoh: kontrak sejenis yang sedang atau
pernah dilaksanakan atau dokumen lain
yang dapat dipertanggungjawabkan (misal
dokumen data harga jual ke pihak lain
pada saat yang sama atau hamper
bersamaan)

b. Perhitungan komponen pembentuk harga,
contoh: biaya produksi, biaya investasi,
perhitungan harga dengan bukti
pembelian dari distributor dan/atau
dokumen lain yang dapat
dipertanggungjawabkan

4 | Lakukan pengujian kewajaran harga
berdasarkan bukti pembentukan kewajaran
harga

5 | Analisis apakah terdapat pihak dalam mata
rantai distribusi yang tidak memberikan nilai
tambah tetapi mempengaruhi harga barang

6 | Dalam hal PBJ menggunakan Jenis Kontrak

Harga Satuan, teliti:

a. Pendekatan perhitungan biaya/unit price
dengan metode kerja sesuai spesifikasi
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teknis yang ditentukan. (misal
pekerjaan dihitung menggunakan alat
berat yang harganya tinggi namun dalam

pelaksanaan cukup dengan

atau sebaliknya).
b. Apakah terdapat peralatan

perhitungan harga satuan

daerah  pelaksanaan) namun

harga

tenaga
manusia dengan biaya yang lebih murah

yang
disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa
atau pihak lain (yang tidak dipungut
biaya) akan tetapi dibebankan ke dalam

c. Apakah di dalam kontrak terdapat
komponen bahan yang harus didatangkan
dari luar daerah pelaksanaan (tidak ada di

pada

praktiknya diganti dengan bahan yang
lebih murah dan biasa digunakan
masyarakat (ada di daerah pelaksanaan)

7 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
serta golongkan ke dalam kode temuan 01,
02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)

I. Pengujian proses penerimaan barang

Tujuan Audit:
Memastikan barang yang telah diterima sesuai dengan jumlah, spesifikasi,
dan waktu yang disepakati

Kriteria 1:

Barang yang diterima jumlah, spesifikasi

kesepakatan

dan waktu sesuai dengan
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Prosedur Audit

Rencana Realisasi
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Dapatkan bukti serah terima barang

Dapatkan bukti (foto, dokumen spesifikasi
atau dokumentasi lainnya) bahwa PPK telah
melakukan pengecekan spesifikasi barang
saat serah terima barang

Lakukan analisis terhadap bukti terkait
jumlah dan spesifikasi barang termasuk juga
waktu dan tempat serah terima barang dan
pastikan bukan merupakan pengadaan fiktif

Lakukan uji petik terhadap beberapa alat
kesehatan, alat kedokteran, dan obat.

Teliti apakah produk alat kesehatan telah
mencantumkan nomor izin edar dan tanggal
kedaluwarsa untuk produk yang memiliki
batas kedaluwarsa pada
kemasan/wadah/pembungkus, etiket,
produk, brosur/leaflet alat kesehatan.
(Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg
izin edar alkes, alkes diagnostik in vitro, dan
perbekalan kesehatan rumah tangga)).

Teliti apakah produk obat telah
mencantumkan nomor izin edar atau nomor
registrasi obat.

nomor terdiri dari 15 digit, misal
DKL1234567891A1 (Permenkes RI Nomor
1010/ MENKES/PER/ X1/ 2008, ttg Registrasi
Obat))

Periksa apakah barang dapat berfungsi dan
terdapat sertifikat keaslian dan/atau garansi

Lakukan traceback secara administrasi dan
cek fisik saldo barang yang ada di Gudang
untuk meyakini kebenaran jumlah dan
spesifikasi barang yang diterima

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
serta golongkan ke dalam kode temuan 01,
02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)
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TAHAP PELAPORAN DAN PEMANFAATAN

J. Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang

Prosedur Audit

Rencana Realisasi
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Tujuan Audit:

Memastikan barang telah terdistribusi sebagaimana rencana kebutuhan dan
juga telah dimanfaatkan

Kriteria 1:

Distribusi dan pemanfaatan barang sesuai rencana kebutuhan

1

Dapatkan Rencana Kebutuhan Barang

Dapatkan Dokumen Serah Terima Barang

Dapatkan dokumen distribusi barang

2
3
4

Lakukan analisis apakah barang telah
didistribusikan sesuai dengan rencana
kebutuhan

Lakukan konfirmasi secara uji petik kepada
penerima barang untuk meyakinkan bahwa
barang telah dimanfaatkan

Lakukan analisis apakah barang telah
dimanfaatkan atau menjadi barang yang idle
atau dimanfaatkan bukan untuk penanganan
Covid-19

Lakukan analisis apakah terdapat sisa stok
barang yang belum didistribusikan serta cek
apakah tempat penyimpanan aman dari
pencurian dan cuaca

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
serta golongkan ke dalam kode temuan 01,
02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)
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K. Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban

Realisasi

A
o
B
0
)
]
o

Prosedur Audit

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

Tujuan Audit:
Memastikan bahwa PPK telah melakukan penatausahaan, pelaporan, serta
pertanggungjawaban secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria:
PPK menatausahakan pengadaan barang/jasa serta membuat pelaporan
monitoring/evaluasi yang ditujukan kepada PA

1 | Dapatkan laporan-laporan monitoring dan
evaluasi KPA/PPK terhadap tahapan kegiatan
pengadaan dalam penanganan darurat
melalui Penyedia meliputi: Proses
penunjukkan Penyedia, Proses pemeriksaan
lokasi pekerjaan, Pelaksanaan pekerjaan,
Perhitungan hasil pekerjaan, Serah terima
hasil pekerjaan serta lakukan analisis
terhadap laporan-laporan monitoring dan
evaluasi yang dikaitkan dengan kinerja
KPA/PPK

2 | Lakukan analisis apakah PPK telah
melaksanakan monitoring/evaluasi secara
baik sesuai ketentuan

3 | Lakukan analisis apakah PPK telah
menatausahakan, melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pengadaan secara

baik

4 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
Individu Data Permasalahan
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L. Pengujian atas ketepatan proses perencanaan swakelola

Rencana Realisasi

Prosedur Audit

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

Tujuan Audit:
Memastikan proses perencanaan swakelola telah dilakukan dengan tepat
dan sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria 1:
Proses perencanaan swakelola dilakukan sesuai Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018

1 | Dapatkan dan pelajari dokumen perencanaan
swakelola yang meliputi penetapan tipe
swakelola, spesifikasi teknis/KAK, dan RAB

2 | Uji kesesuaian antara pelaksana swakelola
dan penetapan tipe swakelola

3 | Lakukan analisis atas spesifikasi teknis
untuk mengetahui apakah spesifikasi teknis
telah disusun secara keahlian dan sudah
sesuai dengan tujuan pengadaan

4 | Lakukan analisis atas RAB untuk
mengetahui apakah RAB telah disusun
secara keahlian dan apakah tarif biaya yang
ada dalam RAB telah mengacu ketentuan
yang berlaku

5 | Teliti apakah terdapat penggunaan tenaga
ahli untuk swakelola tipe II, III, IV
(seharusnya tidak diperbolehkan)

6 | Teliti apakah penggunaan tenaga ahli pada
swakelola tipe I jumlahnya tidak lebih dari
50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana

7 | Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
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M. Pengujian atas ketepatan pelaksanaan swakelola

Prosedur Audit

Rencana Realisasi
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Tujuan Audit:

Memastikan pelaksanaan swakelola telah dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku

Kriteria 1:

Pelaksanaan swakelola telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018

1

Dapatkan dan pelajari kontrak swakelola,
laporan pelaksanaan pekerjaan, berita acara
serah terima pekerjaan dan laporan
pengawasan pekerjaan

Lakukan analisis untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan
rencana yang ditetapkan

Lakukan analisis dan pemeriksaan lapangan
untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan
yang diserahterimakan telah sesuai dengan
kontrak

Lakukan analisis untuk mengetahui apakah
pembayaran yang dilakukan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan telah
sesuai dengan prestasi pekerjaan

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
serta golongkan ke dalam kode temuan 01,
02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)
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N. Pengujian atas kewajaran harga swakelola

Prosedur Audit

Rencana Realisasi
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Memastikan swakelola telah dilaksanakan dengan harga yang wajar

Tujuan Audit:

Harga swakelola sesuai harga pasar dan dapat dipertanggungjawabkan

Kriteria 1:

1

Dapatkan dan pelajari dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan
swakelola secara lengkap dengan disertai
bukti-bukti invoice

Teliti apakah pelaksanaan pekerjaan telah
didukung dengan dokumen
pertanggungjawaban keuangan secara
lengkap

Periksa realisasi pemakaian bahan, upah,
dan peralatan dari laporan pelaksanaan
pekerjaan dan laporan hasil pengawasan
pekerjaan. Bandingkan dengan rencana
swakelola, kontrak, serta bukti
pertanggungjawaban keuangan

Lakukan konfirmasi dengan supplier dan
tenaga kerja untuk mengetahui kebenaran
nilai tagihan dan nilai pembayaran upah

Lakukan permintaan kepada supplier untuk
menyediakan data harga penjualan barang
kepada pihak lain atas barang yang sama
atau hampir bersamaan dengan pelaksanaan
pekerjaan swakelola

Teliti apakah terdapat pekerjaan tambah
kurang. Lakukan analisis kewajaran volume
dan harga dari pekerjaan tambah kurang

Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA
serta golongkan ke dalam kode temuan 01,
02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3

PROGRAM KERJA REVIU

A. Gambaran Umum Satker/OPD yang Direviu

Rencana Realisasi

Prosedur Reviu

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

Tujuan Reviu:
Memperoleh gambaran umum unit/instansi yang akan direviu sebagai
pemahaman awal secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa
terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.

Kriteria 1:
Mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan unit yang menangani
kegiatan pemda dalam percepatan penanganan Covid-19.

1 | Dapatkan informasi mengenai instansi yang
memiliki keterkaitan dengan kegiatan
percepatan penanganan Covid-19

2 | Dapatkan tupoksi instansi/Dinas terkait
tersebut (misal: Dinas Kesehatan dan Rumah
Sakit Umum Daerah)

3 | Dapatkan informasi mengenai kegiatan PBJ
yang dilakukan pemda berkaitan dengan
percepatan penanganan Covid-19

4 | Buat simpulan

Kriteria 2:
Identifikasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis serta
permasalahan/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan
penanganan Covid-19

1 | Dapatkan informasi awal mengenai Anggaran
dan Realisasi APBD Tahun 2020 pada Pemda
bersangkutan.

2 | Dapatkan informasi awal mengenai jumlah
paket serta nilai PBJ dalam rangka
penanganan Covid-19 yang dilakukan di
Pemda tersebut.

3 | Dapatkan informasi awal mengenai kegiatan
PBJ yang bersifat strategis dalam percepatan
penanganan Covid-19 serta
permasalahan/hambatan yang timbul dalam
kegiatan.
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Rencana Realisasi

Prosedur Reviu

Pelaksana
Waktu
Pelaksana
Waktu
Reff KKA

4 | Dapatkan informasi awal mengenai
kemungkinan penyebab timbulnya
permasalahan/hambatan ini.

5 | Dapatkan informasi mengenai kemungkinan
akibat dari terjadinya
permasalahan/hambatan ini.

6 | Dapatkan informasi mengenai tindak lanjut
yang sudah dilakukan.

7 | Buat rangkuman atau simpulan.

B. Reviu atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan
Pandemi Covid-19 yang sedang dan telah selesai dilaksanakan

Rencana Realisasi
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Tujuan Reviu:
Untuk menilai apakah APIP telah melaksanakan reviu secara cepat, tepat,
dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan Pandemi
COVID-19.

TAHAP PERENCANAAN

Kriteria 1:
Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19

1 | Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan
dilakukan oleh PPK terkait dengan
penanganan Pandemi Covid-19.

2 | Teliti rincian seluruh kegiatan pengadaan
barang/jasa yang akan dilakukan.

3 | Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait
langsung dengan penanganan Pandemi
Covid-19.

KKR 01
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Prosedur Reviu

Rencana Realisasi
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Teliti seluruh jenis barang/jasa yang
disediakan telah relevan dengan penanganan
Pandemi Covid-19.

Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada
PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang
tidak sesuai dengan peruntukan penanganan
Covid-19.

Tuangkan dalam kertas kerja reviu

Buat simpulan (permasalahan) dan saran

Kriteria 2:

Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan
Pandemi Covid-19

Dapatkan dokumen hasil pengkajian cepat di
lapangan yang mendasari kegiatan
identifikasi kebutuhan.

(Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan
LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan
Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3
Tahun 2020 point E.2)

Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan
tersebut telah sesuai dengan hasil kajian
cepat di lapangan.

Teliti apakah Daftar tersebut telah
mencantumkan jenis dan kuantitas
barang/jasa

KKR 02

Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa
yang akan dilakukan pengadaan terkait
langsung dengan penanganan Pandemi
Covid-19. (terkait barang berupa alat
kesehatan dan alat kedokteran yang sesuai
standar kementerian Kesehatan (Inpres

4 /Tahun 2020 poin kelima)).

Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila
terdapat barang/jasa dalam Daftar
Identifikasi Kebutuhan yang tidak
sesuai/relevan dengan penanganan pandemi
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Covid-19.

7 | Tuangkan dalam kertas kerja reviu

8 | Buat simpulan (permasalahan) dan saran

Kriteria 3:
Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah
memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

1 | Dapatkan informasi pejabat PA/KPA untuk
PBJ Penanganan Covid-19.

2 | Dapatkan informasi apakah sudah ada
perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk
melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19.

3 | Dapatkan dokumen surat perintah tersebut
(apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang
yang ditunjuk telah sesuai dengan surat
perintah.

4 | Dalam hal PPK tidak ditunjuk (tidak ada yang
memenuhi syarat), yakinkan bahwa tugas
PPK telah diemban oleh PA/KPA sebagai
pelaku dalam tata kelola pengadaan.

(dengan uraian tugas sebagaimana disebut
dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018).

5 | Buat simpulan (permasalahan) dan saran

TAHAP PELAKSANAAN

Kriteria 4:
Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan
untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah
menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia
dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya

1 | Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa
terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar
Penyedia barang/jasa dalam Katalog
Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia
Barang/Jasa.

KKR 03
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2 | Teliti apakah Penyedia barang/jasa yang
sedang/telah melakukan PBJ telah terdaftar
dalam Daftar Penyedia barang/jasa atau
Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog
Elektronik

3 | Teliti apakah Penyedia barang/jasa yang
sedang/telah melakukan PBJ, sebelumnya
pernah menyediakan barang/jasa sejenis di
instansi pemerintah

4 | Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang
sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk
di dalam Daftar Hitam tersebut.

5 | Dapatkan dokumen hasil kajian cepat atas
kemampuan sumber daya K/L/D dalam
menyediakan barang/jasa yang dilakukan
melalui Swakelola.

6 | Buat simpulan (permasalahan) dan saran.

Kriteria 5:
Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang
disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam
proses perpanjangan

1 | Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan,
alat kedokteran, dan obat yang disediakan
oleh Penyedia.

2 | Lakukan uji petik terhadap beberapa alat
kesehatan, alat kedokteran, dan obat.

3 | Teliti apakah produk alat kesehatan telah
mencantumkan nomor izin edar dan tanggal
kedaluwarsa untuk produk yang memiliki
batas kedaluwarsa pada
kemasan/wadah/pembungkus, etiket,
produk, brosur/leaflet alat kesehatan.
(Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg
izin edar alkes, alkes diagnostik in vitro, dan
perbekalan kesehatan rumah tangga)).

KKR 04

4 | Teliti apakah produk obat telah
mencantumkan nomor izin edar atau nomor
registrasi obat.

(nomor terdiri dari 15 digit, misal
DKL1234567891A1 (Permenkes RI Nomor
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Prosedur Reviu
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1010/ MENKES/PER/ X1/ 2008, ttg Registrasi
Obat))

5

Tuangkan dalam kertas kerja reviu

6

Buat simpulan (permasalahan) dan saran

Kriteria 6:

Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran
harga (pada kondisi penanganan COVID-19)
dilaksanakan audit

yang akan diuji saat

1

Dapatkan daftar Penyedia yang telah
ditunjuk untuk melakukan kegiatan PBJ.

2

Dapatkan dokumen Bukti Kewajaran Harga
untuk setiap kegiatan PBJ.

Dapatkan dokumen pendukung pembentuk

harga wajar al.:

- Harga pembanding/pasar yang berlaku
(kontrak  sejenis yg sedang/pernah
dilaksanakan)

- Data harga jual ke pihak lain pada saat
yang sama atau hampir bersamaan

- Dokumen perhitungan komponen
pembentuk harga (contoh biaya produksi,
biaya investasi, perhitungan harga dengan
bukti pembelian dari distributor dan/atau
dokumen lain yang dapat
dipertanggungjawabkan)

Tuangkan dalam kertas kerja reviu

KKR 05

4
5

Buat simpulan (permasalahan) dan saran

Kriteria 7:

Memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi)

1

Dapatkan dokumen SPPBJ dan atau SPMK

2 | Teliti tanggal dimulainya pekerjaan dalam
dokumen tersebut.
3 | Apabila belum dilaksanakan, dapatkan

informasi penyebab belum dilaksanakannya
pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk
mulai melaksanakan pekerjaan.
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4 | Tuangkan dalam kertas kerja reviu
5 | Buat simpulan (permasalahan) dan saran

Kriteria 8:
Memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian
profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk
menyediakan barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola)

1 | Dapatkan rincian Tim Pelaksana Kegiatan
untuk pekerjaan Swakelola.

2 | Dapatkan dokumen pendukung (misal
sertifikat) terkait dengan keahlian teknis.

3 | Yakinkan komposisi Tim sudah memenuhi
persyaratan keahlian profesional, personil
dan sumber daya teknis. (Tenaga ahli hanya
dapat digunakan dalam Swakelola Tipe 1,dan
tidak lebih dari 50% jumlah anggota)

4 | Lakukan klarifikasi apabila Tim tidak
memenuhi persyaratan keahlian teknis.

Tuangkan dalam kertas kerja reviu

5
6 | Buat simpulan (permasalahan) dan saran

Kriteria 9:
Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara
lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia
Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan
menandatangani Pakta Integritas PBJ

1 | Dapatkan nama personil yang menjadi PPK,
Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia
Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa.

2 | Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait
kegiatan PBJ penanganan COVID-19.

3 | Teliti apakah seluruh personil yang terlibat
dalam kegiatan PBJ tersebut telah
menandatangani Pakta Integritas.

4 | Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang
belum menandatangani Pakta Integritas

w

Tuangkan dalam kertas kerja reviu

w

Buat simpulan (permasalahan) dan saran
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4

PROGRAM KERJA KONSULTANSI

A. Konsultansi atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan
Pandemi Covid-19

Rencana Realisasi
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Tujuan Konsultansi:

Konsultansi dilakukan oleh Perwakilan BPKP kepada APIP berupa
peningkatan kompetensi SDM APIP agar kegiatan PBJ penanganan
Pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif,
transparan, dan akuntabel.

Kriteria 1:

Kegiatan Konsultansi (bimtek, workshop, sosialisasi, focus group discussion,
couching clinic, dan sejenisnya) adalah dalam rangka pengawasan oleh APIP
atas pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19

1 | Dapatkan informasi kegiatan konsultansi
(berupa bimtek, workshop, sosialisasi, focus
group discussion, couching clinic, dan
sejenisnya) yang telah dilakukan Perwakilan
BPKP terhadap kegiatan PBJ penanganan
Covid-19

2 | Dapatkan daftar kegiatan PBJ dalam rangka
penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang
dilakukan pengawasan oleh APIP.

3 | Dapatkan informasi permasalahan yang
dihadapi oleh APIP dalam melakukan
pengawasan PBJ penanganan Pandemi
Covid-19.

KK Bimtek

4 | Lakukan Konsultansi untuk mendapatkan
solusi terkait permasalahan yang yang
dihadapi APIP.

(bimtek /workshop/ fgd/sosialisasi dsb)

S | Buat rencana aksi dan saran tindak lanjut
atas permasalahan.-
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Rencana Realisasi
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6 | Lakukan monitoring atas pelaksanaan tindak
lanjut.

7 | Buat simpulan dan saran

Kriteria 2:

Perwakilan BPKP membuka layanan konsultansi (berupa coaching clinic dan
helpdesk) dalam rangka pengawasan oleh APIP atas pelaksanaan PBJ
penanganan COVID-19

1 | Dapatkan informasi layanan konsultansi
(berupa coaching clinic dan helpdesk) yang
telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP terkait
pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19
kepada APIP.

2 | Lakukan komunikasi kepada APIP yang
belum pernah melakukan konsultansi, untuk
menginformasikan bahwa Perwakilan BPKP
menerima layanan jasa konsultansi terkait
PBJ Penanganan Pandemi Covid-19.

3 | Teliti/cek dokumentasi dan pelaporan
layanan secara lengkap atas jasa konsultansi
yang telah dan sedang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP kepada APIP terkait PBJ
penanganan Pandemi Covid-19

KK Helpdesk

4 | Berikan tanggapan/saran atas permasalahan
PBJ penanganan Pandemi Covid-19

yang dikonsultansikan (mengacu peraturan
berlaku dan sinkron dengan tanggapan
permasalahan yang sama di APIP lainnya).
Selanjutnya lakukan dokumentasi atas
permasalahan tersebut serta
tanggapan/sarannya.

5 | Lakukan monitoring atas pelaksanaan tindak
lanjut.

6 | Tuangkan dalam kertas kerja Konsultansi.
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Buat simpulan dan saran

Meyakinkan bahwa APIP telah menerapkan pengelolaan risiko

Kriteria 3:

PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

atas kegiatan

1

Dapatkan informasi dokumen Register Risiko
APIP atas kegiatan PBJ penanganan Covid-
19.

Dapatkan informasi pernyataan risiko apa
saja atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19,
penyebab, dampak, pemilik risiko beserta
skor kemungkinan dan skor dampak yang
mengacu pada tujuan 6T.

Dapatkan informasi pengendalian yang
dilakukan beserta pengendalian yang perlu
diambil.

KK RR PBJ

Yakinkan bahwa kegiatan pengendalian yang
dilakukan benar-benar telah dilaksanakan.

Tuangkan dalam kertas kerja Konsultansi

Buat simpulan dan saran
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5

Kertas Kerja (KK) PPBR Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19
Bidang Kesehatan
Data Kontrak

Nama Pemda:

Realisasi PB Untuk
Penanganan Covid-19 Bid. Kontrak Untuk Penanganan Covid-19 Terkait Bidang Kesehatan
Kesehatan

No Nama OPD
Telah
Dilgkukan Tanda Tangan Pembayaran Kontrak

Jangka Waktu
Audit Oleh Kontrak Keterangan
PI

Pekerjaan

Jumlah Paket Nilai Tanggal Nama Pekerjaan  Jumlah Paket

Tanggal Mulai Berakhi

Sudah/Belum ~ Sudah/Belum  Sudah/Belum Jumlah Paket Nilai
(10) (1) (12 1) 4 15) 16) ()

HARUS SAMA | HARUS SAMA

(Contoh
1|Dinas Kesehatan 30000 3.000.000.000 | Kontrak Nomor 1 Tahun 2020 U] I 3000| 300000000 [30hari 01-May-200  30-May-20[Belum ISudah ISudah 3000 300.000.000 |
Kontrak Nomor 2 Tahun 2020 05-) d: k 500 | 500.000.000 (30 hari 02-May-20| 31-May-20[Belum |Sudah ISudah 500 500.000.000 |-
Kontrak Nomor 3 Tahun 2020 07-Jun-20|Pengadazn APD kesehati 7.000 | 1.500.000.000 {30 hari 05-May-20] 03-Jun-20{Belum Sueh Sudah 7000 1500.000.000 |-
Kontrak Nomor 4 Tahun 2020 10-Jun-20[P 8000 99,000.000 {30 hari 06-May-20] (4-Jun-20[Belum (Sudah ISudah 8000 99000000 |-
Kontrak Nomor 5 Tahun 2020 13 1000| 181000000 30 hari 10-May-20) 08-Jun-20{Belum ISudah [Sudah 1000] 181,000,000 |-
Kontrak Nomor 6 Tahun 2020 20-Jun-20|Pengadaan alat-alat keby 500 21.000.000 {30 hari 15-May-20) 13-Jun-20[Belum Sudah Belum 0 0[Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 7 Tahun 2020 02-Jul-20(P 200 30.000.000 {30 hari 01-Jun-20) 30-Jun-20[Belum (Sudah Belum 0| 0[Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 8 Tahun 2020 03-Jul i k 80| 80.000.000 30hari 0L-Jun-20| 30-Jun-20{Belum Belum Belum 0 Bel kontrak disel
Kontrak Nomor 9 Tahun 2020 O4-Jul-20]Pemb jangisoll 4500| 200000000 30 hari 03-Jun-20| 03-Jul-20{Sudah [Sudah [Sudah 450 200.000.000 [Sudah dilak Inspektorat Kab
Kontrak Nomor 10Tahun 2020| Ol 4500 220.000.000 [30hari 04-Jun-20| 04-Jul-20{Sudah ISudah ISudah 4500 220,000,000 [Sudah dilakukan audit oleh Inspektorat Kab
Kontrak Nomor 11 Tahun 2020 O-Jul- d k 5000| 300000000 [30hari 04-Jun-20| O4-Jul-20[Belum (Sudah Belum 0| 0[Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 12 Tahun 2000| 02-Jul-20{Pengadaan alat-alat kebe 400 20.000.000 {30 hari 04-Jun-20| O4-Jul-20{Belum ISudah Belum 0| 0[Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 13 Tahun 2020 O4-Jul-20Pengadaan alat-alat kebe 300 15.000.000 30 hari 04-Jun-20| 04-Jul-20(Belum (Sudah Belum 0| 0[Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 14 Tahun 2020 02-Jul- d k 100 10.000.000 30 hari 04-Jun-20| O4-Jul-20{Belum (Sudah Belum 0| 0]Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 15 Tahun 2000| 02-Jul-20(p 100 8,000.000 {30 hari 04-Jun-20| 04-Jul-20{Belum ISudah Belum 0| Belum dilakukan pembayaran, masih dalam
(dst
|
Catatan:
Progres ditetapkan dengan batas waktu (cutt off) 15 September 2020
emua kontrak Covid-19terkait harus masuk ke dalam daftar/tabel di atas.
Petunjuk Pengisian:
Kolom Keterangan
isik urut
terkait iganan Covid-19 Bid. Keseh:
3(Diisikan realisasi jumlah paket PBJ untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020 per OPD., Jumlah keseluruhan realisasi paket
Bl g eh 0PD-0PD h d heet B.C i tidak perlu
4|Diisikan realisasi nilai PBJ untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020 per OPD. Jumlah keseluruhan realisasi nilai PB) yang
d leh OPD-OPD pada Pemda bersangkutan h Umum Kolom 15. Cukup tuls angk titik
yang ada di Pemda tersebut (per OPD) yang di Penanganan Covid-19Bid.
bDiisikan tanggal kontrak
isik i bersangkutan
8|Diisikan jumlah paket per kontrak bersangkutan.
9|Diisikn niai kontrak
[ Jam kontrak
Jangt
! berakhir dalam kontrak
h lah il itoleh APIP atau b Hanya diisikan kata Sudah atau Belum
iskan apakeh ditand tau el diisken kata"Sudzh" atau "Belum”
isikan apakah dah dibayar atau belum, disikan kata "Sudah' atau "Belum"
16]Hanya disi jika kolom (16) dinyatakan *Sudah”. Diisikan jumlah paket dalam Q i tidak ik, Jumlah
ltotal padakolomini j lisasi paket d-19 per OPD Bid. Kesehatan seb kolom 3 pada
17|Hanya iisi jika kolom (16) dinyatakan "Sudah”. Diis i dibayarkan. Cukup tulis angka,ti titik atau Rp.
ini d lsasinilai PBJ untuk id-19 per OPD Bid. Keseh 4pad
sheetini
18]Diisikan keterangan apabila:
1. Kolom (13) dinyatakan "Sudah” (Kontrak sudah dilakukan pemeriksaan oleh APIP). Diisikan Nomor Surat Tugas, Tanggal Surat Tugas, Nomor
lLaporan, Tanggal Laporan
12. Kolom (14) dinyatakan "Belum" (Kontrak kanal kontrak belum ditandatang:
3. Kolom (15) dinyataken "Belum” (Kontrak dilakukan pembayaran|. Diisikan al kontrak bel
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KK Peringkat

Nama Pemda:

Penilaian Risiko Kontrak Yang Akan Dijadikan Sample (Hanya Untuk Kontrak-Kontrak Yang Belum Diaudit Oleh APIP, Sudah Ditandatangani dan/atau Dilakukan Pembayaran)

Skor Faktor Risiko
Nama OPD
et !(a"",ak HECLLT f\"ggm Potensi Fraud, Pengaduan Masyarakat, Temuan Hasil Pengawasan (30%) Sifat Kerentanan Barang/Jasa (20%) Prioritas 10
Anggaran Kontrak Telah Refocussing Bid. Kesehatan (50%) Perglat Tetingi
Nomor Kontrak Nilai Kontrak Refocussing Bid. Dibayar ATT/Reviu Nilai Total 5
Kesehatan (Sudah/Belum) .. Temuan Pengawasan ED o
Kontrak Telah Direviu Pengaduan . Seharan Bimbingan MR
BPK Terhadap OPD Terkait Covid ~ Rentan T na
Oleh APIP FE T Masyarakat VT (s Distribusi Nilai
(Sudah/Belum) (Ada/Tidak) (Luas/Sempit)
(Ada/Tidak)
(Contoh
[Kontrak Nomor 1Tahun 300.000.000 5.000000.000 |Sudah ATT 6,00% 2[Sudah |Ada [lidak 2fa |Va Luzs 3 2 20
[Kontrak Nomor 2Tahun 500.000.000 5,000,000 {Sudzh ATT 10,00%| 2fsudah JAda [Tdak s [Tdak Luzs 2 200 3YA
[Kontrak Nomor 3Tzhun 1500000000 5.000.000.000 |Sudah ATT 30,00%| 3Jsudah |Ada [Tdak 22 |V [Sempit 2 29 pILCY
[Kontrak Nomor 4 Tahun %0000 5.000.000.000 |Sudah AT 1.98%| 1[Sudah |Ada [Tidak Al |V Luzs 3 1) YA
[Kontrak Nomor 5 Tzhun 181.000.000 5.000000.000 |Sudh AT 3,609 1[sudah |Ada [Tdak s |Va [Sempit 2 130 VA
[Kontrak Nomor 6 Tahun 2000000 5.000,000.000 [Belum [Revi 0425 1{Belum |Ada [lidak 3[Tidak |l [Sempit 3 200 4Ya
[Kontrak Nomor 7Tzhun 30000000 5.000.000.000 [Belum Reviu 0,60 1{Belum |Ada [Tdak 3ta Ve [Sempit 2 180] S[YA
[Kontrak Nomor 8 Tahun 80.000.000 5.000,000.000 |Belum [Reviu 1605 1[Sudah |Ada [lidak 2[Tidk |Va [Sempit 3 17| 6YA
[Kontrak Nomor 11 Tahur} 300000.000 5.000.000.000 [Belum Reviu 6,003 1[Sudeh JAda |Ada 3|ta [Tdak [Sempit 1 180] 8V
[Kontrak Nomor 12 Tahun} 2000000 5.000,000.000 |Belum Reviu 040 1[Sudah |Ada [lidak 2ta |V [Sempit 2 130] 1A
[Kontrak Nomor 13 Tahun} 15000000 5.000,000.000 [Belum [Reviu 0,30%| 1{Sudah |Ada [lidak Al |V [Sempit 2 150 11]TIDAK
[Kontrak Nomor 14 Tahur} 10000000 5.000.000.000 [Belum Reviu 0.20% 1[sudah |Ada [Tdak s |V [Sempit 2 150 12[TIDAK
[Kontrak Nomor 15 Tahun} 8,000,000 5.000,000.000 [Belum [Reviu 0,16% 1[Sudah |Ada [lidak Al |V [Sempit 2 150 13TIDAK
. (dstseluruh kontrak)
Catatan
tidak diatas. Sebagai conoh, 9
Dipriortaskan
Petunjuk Pengisian:
Kolom Keterangan
1{Diiskan nomor urut
2|Diisikan nama OPD
3|viiikan nomor ontrek, apabi:
il Bdinyatakan "Belum’
2 14 dinyatakan 'Sudah’
Cukuptulsangke,
Cukuptulisangk
ugah atay "Belum”
"Sudah, maka disi “ATT". Jika kolom 6 di "Belum', maka
9Disikan:
LNiai 1"
oada range <5%
12 Nilai"
loada range 5% hingga < 20%
13.Nilai "3
lberada pada range >20%
APIP atau belum “Sudeh atau " Belum’”
g disikank
' Ada” atau Tidak”
"Ada" atau
denganrindian: | Kontrak Telah Direviu | BPK Terhadap 0PD
INilai"1" Sudah Tidak
INiai 2" Sudah Ada
INilai 2" Belum Tidek
INiai'3" Belum Ada
INilai'3"
i 19 atautidak. iisikan Ya" atau "Tidek"
Disikan
"' atau "Tidak"
Diisikan "Sempit" atau "Luas"
i Terkeit Covid-19 Rentan
INilai"1* Ya Tidak Sempit
INiai 2" Ya Tidak Luas
N2 Ya Ya Sempit
INilai 3" Ya Ya Luas
INili'3" Tidak Tidak Sempit
INilai 3" Tidek Tidak Luas
INiai'3" Tidak Ya Sempit
18]Difsikan has1 jumlzh kolom , 13, 17dengan bobot:
11 Kolom 9bobot 0%
12 Kolom 13 bobot 30%
13. Kolom 17 bobot 20%
(dengan rumus:
INilaiTotal {Niai Kolom 1 ]+ (Nila Kolom 17x20%)
1 Perngkat 18yangterbeser
12. Peringkat 2, Kolom 18
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KK Risk Register PBJ

REGISTER RISIKO ATAS KEGIATAN PBJ PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN
NAMA PEMDA:
KONTRAK NO... TANGGAL... NILAI.... RUANG LINGKUP.... OPD....

Pengendalian

» 5 - Total Pengendalian Pengendalian Apakah Tujuan
. Kebijakan/Peraturan terkait - Pemilik Skor Skor N Tambahan Telah .
o Tujuan PBJ (6T) N Risiko atas PBJ Penyebab Dampak " . Register yang Telah Tambahan yang » PBJ Tercapai
PBJ Covid-19 Risiko Kemungkinan Dampak e " Dilakukan
Risiko kukan Perlu Dilakukan (sudah/belum)
(Sudah/Belum)
(3) (7) (8) (9) (10) (12)
1
2|
3]
4
5|
R Da Total R ompo:
Contoh
1[TepatKualitas  |3. Peraturan LKPP Nomor 13 |Kualitas barang yang PPK lalai atau dengan |Baranghasil  |Dinas 3,00 2,00 6,00 [Pengawasan oleh |Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan |diterima tidak sesuai sengaja tidak pengadaan tidak |Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka dengan kebutuhan melaksanakan dapat n pengawas, PPK,  |COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat pada APIP padasaat  |mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun proses pengerjaan pelaksanaan PBJ  |kualitas barang
2020 tentang Penjelasan atas kontrak COVID untuk
Pelaksanaan Pengadaan meyakinkan
Barang/Jasa Dalam Rangka kualitas barang
Penanganan COVID 19 telah sesuai
2|Tepat Kuantitas  [3. Peraturan LKPP Nomor 13 Kuantitas barang yang Penyedia menurunkan |Kerugian Dinas 2,00 2,00 4,00 [Pengawasan oleh |Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan  (diterima tidak sesuai spesifikasi keuangan Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka dengan kebutuhan jumlahbarang untuk  [negara n pengawas, PPK,  |COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat mendapatkan APIP pada saat mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun keuntungan pelaksanaan PBJ  |kuantitas barang
2020 tentang Penjelasan atas COVID untuk
Pelaksanaan Pengadaan meyakinkan
Barang/Jasa Dalam Rangka kuantitas barang
Penanganan COVID 19 telah sesuai
3[Tepat Waktu 3. Peraturan LKPP Nomor 13 Penyerahan barang di Penyedia belum Barang hasil  |Dinas 2,00 3,00 6,00 [Pengawasan oleh  [Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan [tempat yang tidak tepat i Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka waktu pekerjaan hingga batas |terlambat untuk |n pengawas, PPK, COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat waktu yang ditentukan |digunakan APIP padasaat  |mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun sehingga PBJ
2020 tentang Penjelasan atas berdampak pada COVID untuk barang
Pelaksanaan Pengadaan efektifitas meyakinkan barang
Barang/Jasa Dalam Rangka penanganan selesai tepat waktu
Penanganan COVID 19 COVID
4|Tepat Biaya 3. Peraturan LKPP Nomor 13 Pembayaran yang tidak PPK dengan sengaja  |pembayaran Dinas 2,00 2,00 4,00 [Pembayaran Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan  [sesuai dengan ketentuan  |menyetujui proses  |merugikan Kesehata didukung dengan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka pembayaran meskipun |keuangan n laporan progress  |COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat tidak sesuai dengan  [negara fisik dari konsultan |mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun ketentuan yaitu tidak
2020 tentang Penjelasan atas pembayaran tidak sesuai ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan
Barang/Jasa Dalam Rangka kemajuan fisik.
Penanganan COVID 19
5|Tepat lokasi 3.Peraturan (KPP Nomor 13 |Penyediatidakmampu  |Penyedialalai dalam |Baranghasil  |Dinas 1,00 2,00 2,00 [Pengawasan oleh |Audit oleh
Tahun 2018 tentang Peng: barang tidak|Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka pada lokasi yang kewajibannya dalam  |datang pada n pengawas, PPK, COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat istri lokasi yang APIP pada saat i barang
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun barang ke lokasi yang |membutuhkans pelaksanaan PB)  |tepat sasaran lokasi
2020 tentang Penjelasan atas membutuhkan karena [ehingga COVID untuk
Pelaksanaan Pengadaan kesulitan akses berdampak pada meyakinkan barang
Barang/Jasa Dalam Rangka ifi tepat sasaran lokasi
Penanganan COVID 19 penanganan
COVID
6|Tepat Penyedia  |3. Peraturan LKPP Nomor 13 |Penetapan dan Pokja UKPB) menjadi indikasi |Dinas 2,00 1,00 2,00 [Terdapat SO Audit atas
Tahun 2018 tentang Peng tender dengan [tindak pidana  |Kesehata il penyedia
Barang/Jasa Dalam Rangka direkayasa penyedia karena n penyedia
Penanganan Keadaaan Darurat penyalahgunaan
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun wewenang
2020 tentang Penjelasan atas
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Rangka
Penanganan COVID 19
RATA-RATA KOMPOSIT 2,00 2,00 4,00
CATATAN:
Rata-rata Kemungkinan adalah nilai komposit, yaitu skor dibagi dengan risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Kemungkinan = (1+243+2+2+2)/6 = 12/6=2.

Rata-rata Dampak adalah nilai komposit, yaitu penjumlahan skor dampak dibagi dengan banyaknya risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Dampak = (2+2+3+243+3)/6 = 15/6 = 2,5.
Total risiko komposit adalah total risiko inheren atas kontrak PBJ tersebut, yang merupakan perkalian dari Rata-rata Kemungkinan dengan Rata-rata Dampak.
Nilai Rata-rata Kemungkinan, Rata-rata Dampak, dan Register Risiko (komposit) dimasukkan ke dalam sheet 4 (Penetapan Sampel).

Pengelompokan skor kemungkinan dan dampak pada skala 1s.d 3.

Contoh Risiko:

Risiko proses identifikasi kebutuhan belum tepat

Risiko proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Risiko penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar

Risiko proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Risiko proses pembayaran tidak tepat

Risiko harga pengadaan barang/jasa tidak wajar

Risiko penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang disepakati

Risiko distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan

Risiko proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Risiko proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Risiko harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar
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KK Penetapan Sampel

PENETAPAN SANPEL

PROGRES KONTRAK MEMILIK REGISTER

SKOR SLORDAPA TOTALSKOR  TOTAL SKOR TUALEATOR TOTALFAKTOR PENETAPAN

N0 NOMORKONTRAK ~ NILATKONTRAK RO KEMUNGKINAN REGITER  REGISTER RITKO RSKODENGAN TOTALRISKO  SAMPEL3  ATI/REVU
(1TDA) KOMPOSIT RISIKO

KOMPOSIT RSO DENGAN BOBOT BoBor BESAR

Sudeh Ditandatangani ~Sudah Ditandatangani Sudeh Ditandatangani,
dan Diaksanakan ~ Dilaksanakan, dan

Dibayar
U mow { { W
]
]
]
]
g
[
]
j
g
1
(ontoh
1Dings Kesehatan ‘KontrakNomm Tahun 200 30000 |YA |YA 0 1% 500 1% 0 19 0V ‘ATT
] el T [ [ W w w 1 1w ) {
] Jthonu3Thn i | Loy W a W oW 15 3 W 4o i
4 JontakomrdTaun 20 B0U0 [ 10 W w ) 1 LI
g litkbonors Ty | Lo [ [ 10 w ) 14 I
[ JintakbonoréTanzn | oo 0 [ W w W I W o el
] Jinthonu TThni | 000 W I W W W 1 1 W
i Jorattonogrnzn [ o] 0 W w W B 1 W
g ot | o] [ [ W w4 1 1l TE
1) ‘ Kontrak Nomor 2 Tahun 200 2000000 A IYA 20 10 0 080 15 109 165
i kb B | 5w I o - 4 4 - 14 S
1 Jortthonor 4ty | o I o - - - - 19 T
3 ltrkNonor STsun 0 00! I o - 4 4 - 14 S
1 L”[ds bl | I I
AT

SKorkemunglinan, dampak,danisko pada masing-masing Kotk pada tebel s merupakan skl Komposityang berasel dar sheet 3.
ik ontrak udah meilk Rgistr isik, erbandingan bobot Regiser Risko: Faktr isko adaleh 30%  T0%.
ik ontrak heum memifiRegstr Risiko,perandingan bobotRegister ik : Fatorisho adlah (6: 10,
Atas 3hontrak dengan skorrisiko tetingi dittepkan sebagaisampe untuk clakukan ATT atau reviusesuaiprogrs kontrakyang hersangkutan,
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6

KKA Individu -ATT

Data Umum

Hnggaran Utk Pergaan i1 o Rencara B o Pergmn o088, " NP8tk PerangaanCoid3 i ety
Rl B U Peangann (o 95 et .5 Sepenter )|

i festten Kesehatan {eh k anpergavasin o AP

Rl e - fld . ‘ iatip Hlefatip
W ek Sy Wheditetatip R ey g tkumen [ el ety Veeragan Dokumen i i i et e i Meﬂ‘ia?aprencana imih W i bl
m by g Pendtin e I g Sinber fimah ke 17 G i "
] i m oW M
PN
)il
s
il N et Tk N0 g bl bl a i
bl bl bl a ap a a
i Ll Ll bl bl a a
Ll Ll i bl bl il bl
bl Ll Ll a ap a i
(roh
PetaPNeno: |
T
Mgt )
Pata P8 oo 5 enisinboet
T Horr ST 0
L00mn| - L] Yomona L 1Tl L0 Sunmoo| - Sionmm 00Tl et 100 S0 somoom &0 0 S0nmom 1 1 O
| | | | | | | | | | L [ [ ]
et g
o ‘ Ieeragn
I‘Dus\kamum\a g AP0 o 0 oo sl et
Z‘Dus\kamum\a gt Fiun 0 Cpsng, Sk getmemdd
3‘Duswkamum\a e g 0.3 s D Cpsngle, S petumemee
A‘Dus\kanpemmasereahsas\(ku\am]Iema pagrn Aot
Slekanpenemaxereahsas\(ku\am et P0Pentn oo )
E‘Dus\ka oo TPt P0G PRt T 00
I‘Duswkamum\a g e e o mhsangkan il petumence ik ky
B‘Dus\kamum\a g e o9 gt D ol ety
B‘Dus\kanperxemaxereahxas\(ku\am et g ot g o 8 ol )
U‘Dus\ka oo T Dol g g i
I‘Dus\kamum\a By e oo Cod 3 st sl kememe
ll‘Duswka NPl et 98 et gl i pertmeme ity
13‘Duswkamealwsa&uum\a et ot enanananwﬂd] ustus?ﬂlﬂ i et g et menai
ld‘Dus\kanperxemaxereahxasuum\a P P g o i ook 1)ttt R gt e o9 e oom 1)
15‘Duswkan el P g Co 0 Kesehatamd gt 20 Colup g, Sk et el
1E‘Dus\kanpenemasereahsasm\\a\ AP e o, st 1) gt P et g Cot 98 e oom
1I‘Duswkamum\a PP Pt g i . sttt AP D il et ek
1B‘Duswkanpenemaxereahsas\ e )t Poargn o8, et rge it APl e e 8 o perngn o0 et oom )
IB‘Duswka NP ot ez o3 ettt au et o AP D g Sk petmemdd
ZU‘Duswkanpersenmerahsasmw\aw P8 gt g o P oo el ol ket P ot g o980 et




Data Kontrak

Nama Pemda:

Realisasi PBJ Untuk
Penanganan Covid-19 Bid.
Kesehatan

No Nama OPD

Jumlah Paket ~ Nilai

- 83 -

Kontrak Untuk Penanganan Covid-19 Terkait Bidang Kesehatan

Telah
Dilakukan
Audit Oleh
APIP
Sudah/Belum ~ Sudah/Belum  Sudah/Belum JumlahPaket  Nilai

. langka Waktu Tanda Tangan
Jumlh Paket i Tanggal M Kontrak

Pekerjaan

Pembayaran Kontrak

Nomor Tanggal Nama Pekerjaan

Keterangan

(10 (1) ] ] () (5] 15) [
[ ] [ [
1 J |
LT I I
\[ 1T
HARUSSAMA | HARUS SAMA
1{Dinas Kesehatan 30.000| 3000000000 Kontrak Nomor 1Tahun 2020 0L-Jun-20}Penga | 3000 300000000 {30hari 01:Mey-20) 3[}Mav-20|ﬂe\um Sudah Sudah 3000 300000000 |
Kontrak Nomor 2Tzhun 2020 05 i | S00[ 500000000 |30 hari 02:May-20) 31-Mav-20|Be\um Sudah Sudah S0 500000000
Kontrak Nomor 3 Tahun 2020 07-Jun-20[Pengadaan APD kesehat 7,000 | 1500000000 [30hari (5May-X 03-lun-20|Be\um Sudah Sudah 7.000{ 1500000000 -
Kontrak Nomor 4 Tzhun 2020 A0HJun-20|Pengadaan masker 8000|  98.000.000 [30hari 06:-May-2) Mlun-lﬂ[ﬂe\um Sudah Sudah 8000 9000000
Kontrak Nomor 5 Tzhun 2020 13-Jun-20[Pengadaan masker 1000 | 181000000 |30 hari 10-Mey-20] m—lun-lﬂlﬂe\um Sudeh Sudah 10000 181000000 -
Kontrak Nomor § Tahun 2020 20-un-20 Pengadaan alat-alat kb 00| ZL000O00 [30hari 15:Vay-20 E-lun-lO[Be\um Sudeh Belum 0 lum dizkuken pembayren, mash dalam
Kontrak Nomor 7 Tahun 2000 (2-Jul-20|Pengadaan masker 20| 30000000 {30 har 0tun-20 SCLJun-ZO‘Be\um Sudah Belum | |um dilakukan pembayaran, masih dalam
Kontrak Nomor 8 Tahun 2000 (3-Jul-20|Pengadaan masker 0| 80.000.000 {30 har 0tJun-20 SCLJun-ZO‘Be\um Belum Belum | lum dila y kontrak disel
Kontrak Nomor9 Tahun 2000 O-Jul-20jPernt i 4500| 200000000 [30hari 03Jun-2) G}Jul-lokudah Sudah Sudeh A300|  200.000.000 Sudah dilakukan audit ek Kab
Kontrak Nomor 10Tzhun 2020 O-Jul-20jPernt 4500)  720000.000 [30hari Olun-2) M-Jul-lokudah Sudah Sudeh A300|  220.000.000 Sudah dilakukan audit et Kab
Kontrak Nomor 11 Tehun 2000 (4-Jul-20[Pengadaan Masker 5000| 300000.000 [30hari OJun-1) OdJul-20[Sudeh Sudzh Belum 0 ()
Petunjuk Pengisian:
Kolom [ Keterangen
1[Diisikannomovumt
isic o HuranKontraktert egtanPenangananCoid19Bi. esaten padaPema berang
3|Disikan realisasijumlah paket PBJ untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020 per OPD. Jumlah keseluruhan redlisasi paket
|PBIyang ditangani oleh OPD-0PD pada Pemd bersangkutanh dengan Sheet lom 13, Cukup tulis angka, tidak perlu
4\Diisan realisasi ilai PBJ untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020 per OPD. Jumlah keseluruhan redlisasi ilai PBl yang
““ i oleh OPD-0PD pada Perda bersangkutan dengan Sheet lom £5. Cukup tulis angla, tidak i it
S‘Diisikannomovknnmk isik kontrak yang ada i P (per OPD] yang dituj Penanganan Covid-19 Bid,
E‘Diisikan tanggalkontrak
7‘DH ik ler dal kbersangkutan
H‘Diisikanium\ahpakelpevkomrakhevsangkutan.
QIDiisikannHaikomrak
10]ishanama gk vkt ek fa daam hontrl
11{Dusikznlanggz\ lai pekerjaan dalam kontrek
1lh)\\sikznlanggz\‘um‘nhh k fam kontrak
13ihanapelh ontre ersangutatl dfkuan auitolh AP ataubelum,Hana ikt Scehata el
14‘0\\" keh kontrek ersangkutan telah ditands atal belum. Hanyadiskan kata"Sudeh atau "Belum”
lS‘Du ikan apakeh Gah dibayar atau belum. Hanya diisikan kata "Sudah” atau "Belum”
16{Hanya diisi ika kolom (16] dinyatakan "Sudah". iisikan jumlah paket dalam kontrek tersebut. Cukup tulis angke, tidak perlu memaka itk. Jumlah
ot padaklomi harus samadengejumlzh e plet Pl d19per OPDBid.Kesehata sebegaimen olom 3pe
171Hanya i ika kolom 16) inyatakan *Sudah”. iikan nila kontrak dibayarkan. Cukup tulis angka,tidak per i itk atau Rp.
llumlah total pada kolom i h lisasi ilai ) untuk jid-19 per OPDBId. Keseh imana kolom 4 pad
sheetini
18|Disikan keterangan apabile:
1. Kolom (13) dinyatakan "Sudah” (Kontrak sudah dilakukan pemeriksaan oleh APIP). Diisikan Nomor Surat Tugas, Tanggal Surat Tugas, Nomar
lLaporan, Tanggal Laporan
12.Kolom (14)dinyatakan "Belum" (Kontrak belum ditandatangani). Disikan o kontrak belum ditand:
13.Kolom (15) dinyatakan "Belum" dilakuk lbayaran). Disiken al kontrak belum dilakukan pembayaran
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Kontrak yang Diaudit

NAMA PEMDA:

Kontrak PB Yang Diaudit Berdasarkan Hasil Penilaian Faktor Risiko
Nama OPD

Nomor Tanggal Nama Pekerjaan ~ Jumlah Paket  Nilai Permasalahan Dominan

[ ) i (6) (Ul [t}

1. Proses identifikast kebutuhan belum tepat

. Proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3, Penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar

4. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Proses pembayaran tidak tepat

6, Harga pengadaan barang/jasa tdak wajar

7. Penerimaan barang tidak sesual dengan jumlah, spesifkasi dan waktu yang disepakati
8. Distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan

9. Proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11, Harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar

Contoh

1{Dinas Kesehatan ‘KomrakNomorlTahun 01-Jun-20|Pengadaaanmasker 3000 300000000 |6, Harga pengadaan barang/jasa tidak wajar

2|Dinas Kesehatan Kontrak Nomor 2 Tahun 05-Jun-20|Pengadaaanmasker 500 500.000.000 |6, Harga pengadaan barangjasa tdak wajar

3|Dinas Kesehatan Kontrak Nomor 3 Tahun (7-Jun-20[Pengadaan APD kesehat; 7000| 1.500.000.000 (7. Penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang disepakati
Petunjuk Pengisian:
Kolom Keterangan

1|Diisikan nomor urut

3| Diisikan nama OPD

3\Ditsikan nomor kontrak. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang difadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid
Sheet KK Penetapan Sample

4Ditsikan tanggal kontrak, Hanya terhadap kontrak-Kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PB)
Covid Sheet KK Penetapan Sample

5|Diisikan nama pekerjaan. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang ifadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ
Covid Sheet KK Penetapan Sample

|Ditsikan jumlah paket dalam kontrak. Hanya terhadap kontrak-Kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja
PPBR PB] Covid Sheet KK Penetapan Sample

7| Diisikan nilaf kontrak. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang ifadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid
Sheet KK Penetapan Sample

8|Ditsikan permasalahan paling dominan yang terjad dalam kontrak tersebut. Sebagai catatan, mungkin dalam satu kontrak
mempunyai jumlzh permasalahan ebih dari 1, ambil yang paling dominan dan mempunyai nilaitemuzn. Dengan rincian
ermasalahan dibawah ini (cukup dicopy paste):

1. Proses dentifikasi kebutuhan belum tepat

. Proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3, Penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar

4. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Proses pembayaran tidak tepat

6. Harga pengadaan barang/jasa tidak wajar

7. Penerimaan barang tidak sesuai dengan jumiah, spesifikasi dan waktu yang disepakati
8. Distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan

9. Proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11, Harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar




1 Tidak terdapat hasil identifikasi kebutuhan

PERRMASALAHAN

DISAMPING

Ees Siiskoksn ksl copat gan Snalisis ketermcdisan sumber da
ERe) e ntifikant kebutuhan tidak sesunl dengan hasil kol copat dan anal=is ketersedinan sumber
o |
Ewey S =rnEserec vere tersedis Tidsk sesuel dereen Fesll ToenutiEesl Eebutoben I
e Faranpar BSTSRE/ISn S yane Bukan UnOK BenS REAnS R CoVTE- 15 famun 4l mas ke e ARt et i
> Froses perencanaan TP PR Beltim mensaaminTs e Tkan GokUmen Perencanaan PenEadaan denaan Balk T
> Rencana Kebutuhan tidak didURUNE GenEan BURt, alternatif rencana peneadaan, dan rencans T
S Tidini terdspat notien sors Bokh rapat penctapan penved

o
S mampu dan memenunt

Fanial GISTABUST Barane Gan produsen sameat

56 Terdapat mata rantal vane Hdak cosual denman ketentuan dan/atan Haak memberkan niial mban
mempensa narEe vanes diberikan oleh penvedia barang/ia

SERIK. Barita Acara Kesapakatan Pambarhantian bakarann, Barlts Acara Ferhitungan Barsame, Berta

32 SPPB) Hduk memuet Jenls Penmadaa . Perkiiasn e e nekup Pekerann. Lokasl bekenaan.
Rencana Waktu Penyelosainn Pokariann, Jonis Kontrak, dan Tate Cara Pombayaran (tdak terdapat salah

bukan merupakan jenis kentrak Harga Satuan tanpa didukung alasan yang Jelas

PELAKSANAAN barang
ST Berita Acarh PemerEann Bereama Haak e munt 1o nis. InEaD Pekeran . = mpas =T TemTe.
jGrniah/volume r berkiraan waktu pen

4.7 Borita Acara Pemeriksaan Bersama tidak memuat klarfikasi/konfirmasi kemampuan penyedia untuk
enyelesaikan pekariaan

7.8 Proaram keslatan Udak mengacy pads Borita Acara Pemerikeaan Sersama

Reaiatan fidak mMamunt Informas! palanann. oresnisasl Kars Penyedia jadwal
A rmmiania Besaria mantie i<

eTio, Teneam ekt Damveleenian Bokenann, tate cara

==n Sigsk memadat

213 Borita Acara Perhitungan Hasil Pokeraan fidak MemMUat Pornyatasn PenEURUran dan pemerniksaan
atas n. tanda tangan PPK/Penyedia/Pihak lain yang teribat

235 Berita Acara Serah Terima Hasil Pokernann tidak memunt pernyatann pokenann toinh solesai
permintaan tertulis Penvedia kepada PRIS Untuk dilaksanakan serah terima, tanagal LS hama

S Proses pembavaran Gdak Tidsk terdapat dokumen kontrak
tepat > Tidak terdapat dokumentasi pembayaran ke penvedia
S Terdapat kelebihan pembayaran
-2 Fembayaran tidak memperhitungian donds ketsrambatan
= Sree darn Pen:

=a penaadaan
barane/iasa tidak waiar

S e enaarune bany kewsjaran hares
Bonen harga dalam kontralk yang fidak walar

ELAPORAN/
e ERIA eSS

b

Barans vang ditorima tdak dlmanfaa(kan/ldle

e[ NNNN[E
Wl fefins vl

i PPK tidak melakukan monitoring/evaluasi pada sotiap tahap pengadaan

PERENCANAAN dak sesual tpe

dcngan peraturan teiinis tidal dicoson s =
SWAKELGLA
perundang-undangzan = L RAB ticak n
=S Shii phan swalkeloia tipe Sbihi 505 juminh anERote tim poisk=ans
TIPreses pelekzanaan ES hen Konirak swakelola. Iaporan palakeanaan pakarfaan. bariia acara serah
e O LA crencanaan vans di =

PELAPORAN SERTA
ANFAATAN ey KPA/PPK Sidak membuat laporan monitoring dan svaiuasi terhadap ehapan tahapan kesiatan FoJ
bAsI elon metaiu

Beseris Dok

Kolom ini merupakan tahapan Son oB dalam rangks percepatan penanganan S5 cbopaimans Peratoren (KPP Nomor 35 Tahun 5638 Tidsk pe =1

Kolom ini merupakan sub pormasalahan yang ada_kriteria kolom ini dibuat bordasarkan PrA. Tidak periu diist

ofulsulu|f

e Jria

but terdapat permasalahan dan sub-permasalahan sebagaimana kelom 4 dan kolom 5
dari satu permasalahan dan sub-permasalahan

ereebas :wasp © permasalanan dan sub-permasaianan sebamalmana kolom 4 dan kelom S

G5[Giisi niial kontrak per sub-permasalanan bordasarkan kolom 15




Kode Temuan

Nama Pemda:

Kontrak Kode Temuan Permenpan 42 Tahun 2011
Nama OPD
Temuan Ketidakpatuhan Terhadap ~ TEMUAN ) TEMUAN TEMUAN
Temuan Kelemahan Sistem
Peraturan Perundang-Undangan ~ DOMINAN ) DOMINAN Temuan 3 (03) DOMINAN
- Pengendalian Intern (02)
Nomor Kontrak Nilai (01) KODE 01 KODE 02 KODE 03
) Nilai (ATRIBUT ) Nilai (ATRIBUT ) Nilai (ATRIBUT
Uraian Uraian Uraian
Temuan  LENGKAP) Temuan  LENGKAP) Temuan  LENGKAP)
&) 6] [ul 9 (10) (11) (1) (13)
Diisi dengan nomor kontrak yang mempunyai permasalahan nomor 5,6, 7,8, 10, 11
1|Dinas Kesehatan Kontrak Nomor 1 Tahun 300.000.000 Kelemahan Si -
Kontrak Nomor 2 Tahun 500.000.000 Kelemahan Sigj
Kontrak Nomor 3 Tahun 1,500.000.000 [Kerugian Negara/Daerah at| 100.000.000
Petunjuk Pengisian:
Kolom Keterangan

1|Diisikan nomor urut

2|Diisikan nama OPD

3\Diisikan nomor kontrak, apabila pada Sheet Data Permasalahan kontrak tersebut mempunyai nomor permasalahan 5, 6, 7,8, 10, 11 (lihat
sheet data permasalahan kolom 4).

4fDiisikan nilai kontrak, apabila pada Sheet Data Permasalahan kontrak tersebut mempunyai nomor permasalahan 5,6, 7,8, 10, 11 (kolom

S{Jika pada kontrak tersebut mempunyai Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan, Diisikan sub-kode temuan sebagaimana Permenpan
Nomor 42 Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut (cukup dicopy paste):
1,01 Kerugian negara/daerah atau kerugian negarajdaerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1,02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
1.03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
1,04 Administrasi

1,05 Indikasi tindak pidana

6|Diisikan nilai temuan

7|Diisikan temuan dominan kode 01

8{ika pada kontrak tersebut mempunyai Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Diisikan sub-kode temuan sebagaimana
Permenpan Nomor 42 Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut (cukup dicopy paste):

2,01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
.02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran 1
.03 Kelemahan struktur pengendalian intern

9|Diisikan nilai temuan

10|Diisikan temuan dominan kode 02

11{lika pada kontrak tersebut mempunyai Temuan 3E. Diisikan sub-kode temuan sebagaimana Permenpan Nomor 42 Tahun 2011, dengan
rincian sebagai berikut (cukup dicopy paste):

3,01 Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan

3.02 Ketidakefisienan

3.03 Ketidakefektifan

12|Diisikan nilai temuan

14|Diisikan temuan dominan kode 02

4

dan belanja
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 7

KKA Kompilasi oleh Perwakilan

Data Umum

P Pervldln:

Pencan PR Untuk Penngenn o196, i Bt Perngaren Cvd13 i Kesehitin

e o e o s o Relz B Utk PesangannCoi 13 5. et .15 et 20 T —
4

Rl Ralied  relatehatap §Tetadep

Relis Teradep % Reala Tt Keterengn okumen  Angarn B
Mg AnggarnPebehn .15 epenber ko) [ o) b Lot (60, 1September  anggrn Bieng
bggrn Mg Pentabn Sumber: esetan

) m Kesehtan

Yeterengan ekumen terhataprencna o Hteatipreans

Jumlah Paket i Jimih et ) ”
Jumh et okt

JimnPlet R Nl
i afet

18] ] W

PersAFRD N
Pt PR g
PereARDN:

)| Pert AP0 Tl

et Pengsi:
ighanonorunt
i e e yngmeatanpi el PP beangtn
30 etz A i Seet et o oo |
Disbedsaten I i et Dt immlom ]
i etz XA i Sest et U ol 3
it YA i e et U o 4
i et A i Seet et Urum oo 5
i et X i Seet e U ol
it Y i et e UKl ]
10 bersaran K i Shet Dt Uumlom
1 erdzsaan (i e Dtz mum oo )
i s XA i e Dt Uum Kl 1)
10 eratan I i e Dt irun oo 1
140 bersaran A i e Dt Uumlom 1)
i ertzsaan (i e Dz mum oo 3
(i brsarn XA i e Dt Unumklom 1)
i et K i et e Ul 1)
1 bersaran VA i e Dt Unumlom 1)
19 ertzsaan (i e Dz mum oo ]
i s XA i e Dt Unum Kl 1)
it X i St D U oo ]
i bersaran A i e Dt Uumlom )
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Data Kontrak

ReliP) Uk
Perngann o35,

ol oot et
ol ol

]

Pentaain ok

Fontk

(e (o) (Bl Pkt

Toah Dt TondaTanga

Okh AP

Nama 0P

|
r
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Data Sampel

Kontrak Strategis / Resiko Tinggi (Vang di jadikan Sample Audit)

Nama Pemda

Nomor Tanggal NamaPekerjaan  JumlahPaket  Nilai Nama OPD Permasalahan

@ @ ] (6} U (8 ]
1. Proses identifikasi kebutuhan belum tepat
2. Proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan
nerundang-undangan
3. Penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar
4, Proses pelaksanaan pengadaan barang]jasa belum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Proses pembayaran tidak tepat
6. Harga pengadaan barang]jasa tidak wajar
7. Penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah,
spesifikasi dan waktu yang disepakati
8, Distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai
dengan rencana kebutuhan
9, Proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan
neraturan perundang-undangan
10. Proses pelaksanaan swakelola belum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
11, Harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar

Petunjuk Pengisian

Kolom Keterangan
1{Diisikan nomor urut
2{Diisikan Diisikan nama-nama Pemda yang menjadi ampuan perwakilan BPKP bersangkutan
3|Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (3)
4Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (4)
5
b

Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (5)
Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaucit Kolom (6)
7|Dilsi berdasarkan KA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (7)
8] Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (2)
9{Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (8)




Permasalahan Pemda | Pemda Il Pemda I, dst

Jumlah Kontrak Jumlah Kontrak Jumlah Kontrak Jumlah Kontrak
" Atribut Temuan " Atribut Temuan Atribut Temuan Atribut Temuan
Tahapan Uraian Sub Permasalahan § per Sub i per sub § per Sub per sub .
Dominan Dominan Dominan Dominan
Permasalahan Permasalahan Permasalahan Permasalahan

(2) (3) () (©) (9) (1)

1. Proses identifikasi kebutuhan belum| 1.1 Tidak terdapat hasil identifikasi kebutuhan Kondisi DIlsI DENGAN Kondisi DIlSI DENGAN Kondisi
tepat Kriteria: JUMLAH KONTRAK  [TOTAL  Kriteria IUMLAH KONTRAK ~ [TOTAL  Kriteria JUMLAHKONTRAK  [TOTAL  [JUMLAHKONTRAK  [TOTAL  [JUMLAH KONTRAK
sebab PER SUB NIl [sebab: PER sUB NILAI  [sebab: PER SUB NIAI - [PERSUB NILAI - [PERSUB
Akibat: PERMASALAHAN  [KONTRA [Akibat: PERMASALAHAN  [KONTRA |Akibat: PERMASALAHAN  [KONTRA [PERMASALAHAN  [KONTRA [PERMASALAHAN
Rekomendasi DISAMPING KPER  [Rekomendasiz DISAMPING KPER  [Rekomendasi: DISAMPING KPER  [DISAMPING KPER  [DISAMPING
sus Ul s
PERMAS PERMAS PERMAS PERMAS
[ALAHAN ALAHAN IALAHAN IALAHAN
PERENCANAAN
1.2 Tidak dilakukan kaji cepat dan analisis sumber daya
1.3 Hasil identifikasi kebutuhan tidak sesual dengan hasil kaji cepat dan analisis a
1.4 Jumlah anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan
15 g bukan untuk p d e dalam hasil identifikasi kebutuhan
2. Proses 2.1 PPK belum i dokumen dengan baik
|dengan peraturan perundang- 2.2 Rencana Kebutuhan tidak didukung dengan bukti, alteratif rencana pengadaan, dan rencana distribusi
3. Penetapan penyedia barang/jasa  [3.1Tidak terdapat notulen serta bukti rapat penetapan penyedia
tidak wajar 3.2 Penyedia alat dan material kesehatan tidak terdaftar p: h bagai produsen atau penyalur alat dan material kesehatan
3.3 Penyedia yang ditetapkan bukan merupakan penyedia terdekat yang sedang atau telah pengadaan jenis atau bukan merupakan penyedia dalam e-katalog
3.4 Penyedia yang ditetapkan bukan merupakan pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk pengadaan barang/jasa sejenis
35T yang tidak memiliki izin dalam mata rantai distribusi barang dari produsen sampai kepada penyedia
36 rantai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau nilai tambah namun harga iberikan oleh penyedia barang/jasa
[4-Proses pelaksanaan pengadaan |4.1Tidak terdapat SPPBJ, Surat Pesanan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, Program Kegiatan , SPMIK, Berita Acara Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Barang
barang/jasa belum sesuai dengan 4.2 5PPBJ tidak t Jenis Pengadaan, Perkiraan Ruang Lingkup Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Rencana Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Jenis Kontrak, dan Tata Cara Pembayaran (tidak t
peraturan perundang-undangan [4.3 Jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Pekerjaan Konstruksi bukan merupakan jenis kontrak alasan yang jelas
4.4 Surat Pesanan Barang tidak merindijumlah, jenis, dan satuan barang atau tidak disetujui i
PELAKSANAAN 4.5 Tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Bersama serta bukti Rapat Persiapan
4.6 Berit iksaan Bersama tidak lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume pekerjaan, perkiraan waktu ian pekerjaan
4.7 Berita Acara Pemeriksaan Bersama tidak kemampuan penyedia untuk pekerjaan
4.8 Program Kegiatan tidak mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Bersama
[4.9 Tidak terdapat persetujuan PPK dalam Program Kegiatan
4.10 Program Kegiatan tidak informasi pekerjaan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan beserta mobilisasi, metode pelaksanaan pekerjaan, penyusunan rencana
[4.11 SPVK tidak perintah ‘material yang diperlukan, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggal mulal kerja, rencana w: pekerjaan, dan hal-hal lain yang diperlukan
4.12 Langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan tidak memadai
[4.13 Terdapat pekerjaan
4.14 Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan pernyataan pengukuran da atas pekerjaan, tanda tangan PPK/Penyedia/Pihak ain yang terlibat
[4.15 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak memuat pernyataan pekerjaan telah selesai, permintaan tertulis Penyedia kepada PPK untuk dilaksanakan serah terima, tanggal serah terima, nama Penyedia, Lokasi Pekerjaan, Jumlah dan
Spesifikasi hasil pekerjaan
5. Proses pembayaran tidak tepat _ |5.1 Tidak terdapat dokumen kontrak
5.2 Tidak terdapat pembayaran ke penyedia
53 pembayaran
5.4 Pembayaran tidak denda
6. Harga pengadaan barang/jasa tidak _|6.1Tidak terdapat bukti kewajaran harga dari Penyedia
wajar 6.2 Tidak terdapat dokumen yang mendukung bukti kewajaran harga
63 harga dalam kontrak yang tidak wajar
PEMBAYARAN, PELAPORAN/ 7. Penerimaan barang tidak sesu 7.1 Tidak terdapat bukti bahwa PPK telah melakukan pengecekan spesifikasi barang saat serah
SERTA PEMANFAATAN |dengan jumlah, spesifikasi dan waktu ~[7.2 Barang yang diterima tidak sesuai jumlah dan spesifikasi yang disepakati
lvang disepakati 7.3 Barang yang diterima tidak dapat berfungsi
7.4 Barang yang diterima
75 g diterima fiktif
/8- Distribusi dan barang _|8.1 Barang yang. tidak sesuai rencana kebutuhan
tidak sesuai dengan rencana 8.2 Barang yang diterima tidak
kebutuhan 83 Barang bukan untuk penaganan Covid-19
/5. PPK tidak melakukan 9.1 PPK tidak melakukan pada setiap tahap pengadaan
9.2 PPK tidak melakukan secara baik
10. Proses swakelola [10.1 Tidak terdapat dokumen swakelola
belum sesual dengan peraturan 10.2 Pelak tidak sesuai tipe yang ditetapkan
PERENCANAAN SWAKELOLA perundang-undangan 10.3 Spesifikasi teknis tidak disusun secara keahlian
10.4 Tarif biaya dalam RAB tidak sesuai ketentuan
10.5 Penggunaan tenaga ahli tipe | melebihi 50% jumiah anggota tim pelaksana
11. Proses pelaksanaan swakelola | 11.1 Tidak terdapat dokumen kontrak swakelola, laporan pelaksanaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan laporan pengawasan pekerjaan
PELAKSANAAN SWAKELOLA belum sesuai dengan peraturan 1.2 Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ang ditetapkan
perundang-undangan 11.3 Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak swakelola
PEMBAYARAN, PELAPORAN SERTA |12 }:arlgz: yla:g:\!e!apkan dalam E ;:dak!erda at dok 5 keuangan pelaksanaan swakelola beserta bukti invoice
swakelola tidak wajar . pembayaran
PEMANFAATAN HASIL SWAKELOLA 12.3KPA/PPK tidak membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan-tahapan kegiatan PB) melalut swakelola
Petunjuk Pengisian:
Kolom | Keterangan
1|Diisikan nomor urut
2[Kolom ini merupakan tahapan pelaksanaan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid: Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Tidak perlu dilsi
3[Kolom ini merupakan besaran yang ada. Kriteria kolom ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi
4[Kolom ini merupakan sub yang ada. Kriteria kolom ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi
5[kolom inf merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di Pemda I per Sub-
6[Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Kolom (18) untuk Pemda .
7|Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Kolom (19) untuk Pemda I
8[Kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di Pemda I per Sub
9]Dilsi berdasarkan KA Individu Sheet Data Kolom (18) untuk Pemda I
10[Diisi berdasarkan KA Individu Sheet Data Kolom (19) untuk Pemda i
11|Kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di Pemda Il per Sub- Dapat diperbanyak sesuai jumiah Pemda jadi daerah ampuannya
12[Diisi berdasarkan KA Individu Sheet Data Kolom (18) untuk Pemda Il Day Jai jumiah Pemda yang menjadi daerah ampuannya
13[Diisi berdasarkan KA Individu Sheet Data, Kolom (19) untuk Pemda ll. Dapat diperbanyak sesuai jumiah Pemda yang menjadi daerah ampuannya
jumlah total dari kolom (6), (9), (12), dst
jumlah total dari kolom (7), (10), (13), dst
16[Kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di seluruh Pemda per s
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Data Kontrak

NamaPemda:

RealisasiPBI Untuk
Penanganan Covid-198d. Kontrak Untuk Penanganan Covid-19 Terkait Bidang Kesehatan
Kesehatan

No Nama 0PD
Telh Telh

i i TandaT
Jangka Waktu . Tanggal Dl\alkukan Dl\alkukan A g Pembayaran Kontrek
. Tanggal Mulai C AuftOh  ReviuOlh  Kontrek Keterangan
Pekeriaan Berakhir
AP APPP
Sudah/Belum Sudah/Belum ~ Sudah/Belum  Sudah/Belum JumlahPaket  Nii
() (1) (7] (] (0] (] ) 1] (1

Jumlah Paket ~~ Nilai Nomor Tanggal NamaPekerian ~ Jumlah Paket Nl

| dosa ontak el diand

ol lason kontrak belum dibapor.

HARUS SANA | HARUS SAMA

(Contoh

1inas esehaten 30000 | 3000000000 Kontrak Nomor  Tehun 2000 (LJun-20fPengadaaan masker 3000 30000000 [3har 0f:Nay-20) JDMaV-ZO‘Be\um Sugeh (Sudzh 300) 30000000 |
Kontrak Nomor 2Tahun 210 (Jun-2)Pengadaaan msk S00{ 500000000 [0hari 02Ny 2 31-Mav-20‘ﬂe\um Sudeh (udeh 50| 5000000 f
fontrak Nomor 3Tahun 2000 (7-Jun-0fPengadaan APD Keseh 7000] 150000000 [3har (5:ay-2) O}Jun-lohk\um Sugeh (Sudzh 7000) 1500000000 |
Kontrek Nomor 4 Tahun 2020 1Hhun-20Pengadaan mask 8000] %0000 [IDhari (642 Mlun-w‘ﬂe\um Sudch utéh 8000 0000}
Kontrak Nomor STahun 2000 13Jun-2fPengadaan mask 1000] 38100000 [30har JULTET) O&Jun-lﬂlﬂe\um Sudeh (Sudeh 10 181000000
ontrak Nomor 6Tahun 2000 10un-20fPengadaan dlat-alt ke SO0{ 21000000 [0hri 154 l}Jun-Zﬂ‘Be\um Sugeh Belum ) 0fBelum dilakukan pembayaran, mash dalam
Kotk Nomor 7 Tahun 2000 00| Pengadaan mas 20[ 3000000 30har (20 iﬂlun-lﬂ[ﬂe\um Sudzh Belum ( Belumdilkukan pembaaren, mash dlam
Kontrek Nomor Thun 2020 O34 0fPengadaan mask 40| 80000000 e (20 3[Hun-20‘ﬂe\um Belim Belum 0 (]Belum dilhukan tanda tanga Kotk disel
Kontrak Nomor §Tahun 2010 OJu 2| Pembangunan uang ol 4500] 20000000 [30har (lun10) UHu\-ZO‘Sudah Suceh Sudh 4500]  200000000 fSudeh dilakukan aucit oleh Inpeltoret Kb
Kontrak Nomor 10Tahun 2000 OJul-J0fPembangunan ruzng ol 4500 20000000 [30har 02| OkluFDfSudzh Sudeh (udeh 4500) 20000000 {Sudah clakukan auditoleh nspektora b
Kontrak Nomor 1 Tahun 201 O4Ju-20]Pengadaan Mask 5000|3000 30har Ol L fSudsh Sudeh Belim 0 [

Petunjuk Pengisian:
Ko\um[ Keterangan

1‘Di'\sikannomarumt

ZIDi‘\sikannamanamam luakan Kontak eratKegaan P 019810, keshatan pada Pemds ersng

3Dis anreahsaﬂ umlah paket PBI untuk Penanganan Covid-98id. Kesehatansd 31 Agustus 2020 per OPD. Jumlah keselumhanrealias paet

i} 4 i ‘LMDP.WNM fab { h h ol Hf‘ is angk Maknaﬂn

ik elsei il PB) untuk Penanganan Covid-19ic. Kesehatans.d. 31 Agustus 2020 per OPD. Jumlzh kew\umhan redlisaiiliPBI yang

itangani oleh OPD- ‘.,y.,w‘ da bersanghutan b Gengen Sheet Data Umum Kolom 15, Cukup tul ‘Makpm\umpmakaititik

E‘Dnﬂannomurknm“‘ fanyak kontrak yangada i Pemda tersebut(per OPD]yang ditjukan untuk Penanganan Covid-19Bid.

Blllnsn Kantaggal ontak

7‘Di'\" Keri da dalam kontrak bersangkutan

S‘Di'\sikanjum\ah piaket per ontre bersanghutan.

Disianrlion

ik lana avatupeten ngadddambonl

[DlmkanIangga\mu\a\pekenaandalam fortrek

‘Dlmnu | berahi pekeriaan dlam Kontrak

14hli‘\" kah kontrek bersanglutan tlah cilakukanrevi oleh APIP atau belum, Hanya diskan kata Sudzh atau Bel

lE‘Di'\" akah Kontak bersanglutantlah ditandatanganiatau belum, Hanya ik kataSudeh” atau"Belum”

1Dk apkah konrek bersanghutansudahcayarte belum. Ky s kta"Sudah" e ‘Bem”

17 Hanyadisjka kolor 16) inyatakn "Sudeh”. ik jumlah ket dalam kontraktersetu, Cubup tuls angla, tidak perlu memki itk umlah

Hotl pada olom n hrussama dengan jumlah realiesipket PB) ntuk 19per FDB.Kesehtnehgsnan olom 3

18 itk kolom (1] dinyatakn 'S, ik ontrak yangsudeh iyerkan, Cukup uls angktidek peru memaka it ata .

umlah ot pada olom i harus sama dengan eaiss il PBJuntlk penanganan covid-13 per OPD i, Kesehatensebagaimna klom 4 pada

hect

19Diskenketeranganapable:

1 Kolom 3] dinyatakan "Sudzh (ontrek sudah fakukan pemeriksaan oleh APIP).Dikan Nomor Surat Tugas, Tanggal Suret Tuge, Nomor

Laporen Tanggal aporan

1 Kolom {14 dinyataken Belum” Kontrak belum ditandatangani.Diian Kontra belum ditandetang

3. Kolom 15 inteken‘Beum” Konrelc belum dfkukan pembayar). i Hontrak belum iekukan et




- 94 -

Kontrak yang Direviu

NAMA PEMDA:

Kontrak PBJ Yang Direviu Berdasarkan Hasil Penilaian Faktor Risiko
Nama OPD

Tanggal Nama Pekerjaan Jumlah Paket Nilai Permasalahan Dominan

(4 (5) 6) [ul 8
1. Kegiatan PBJ Pemda tidak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

(tidak relevan)

2. Tidak terdapat Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka
percepatan p Covid-19 perundang-undang

3. PA/KPA belum intahkan PPK untuk melaksanakan PB) dalam
rangka percepatan COVID-19

4. Penyedia yang ditunjuk oleh PPK tidak memiliki kemampuan untuk
laksanakan PBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia

tidak ada nomor registrasi atau sedang dalam proses p

6. Penyedia barang/jasa tidak menyiapkan bukti kewajaran harga

7. Penyedia tidak segera melaksanakan pekerjaan setelah Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit

spesifikasi dan waktu yang disepakati

8. Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai keahlian profesional, personil,

dan sumber daya teknis serta belum menyetujui untuk menyediakan

barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola) rencana kebutuhan

9. Masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim
Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan
Penerima Barang/Jasa belum membuat dan menandatangani Pakta
Integritas PBJ peraturan perundang-undangan

Contoh

1{Dinas Keseh Kontrak Nomor 1 Tahun 01-Jun-20|F jaaan masker 3,000 300.000.000 |6. Penyedia barang/jasa tidak menyiapkan bukti kewajaran harga
2|Dinas Kesehatan Kontrak Nomor 2 Tahun 05-]un—20|l" Jaaan masker 500 500.000.000 [6. Penyedia barang/jasa tidak menyiapkan bukti kewajaran harga
3|Dinas Kesehatan Kontrak Nomor 3 Tahun 07-Jun-20|Pengadaan APD kesehatan 7000]  1.500.000.000 |4. Penyedia yang ditunjuk oleh PPK tidak memiliki k untuk melaks

Petunjuk Pengisian:
Kolom Keterangan
1Diisikan nomor urut
2|Diisikan nama OPD
3|Diisikan nomor kontrak. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid Sheet KK
Penetapan Sample
4|Diisikan tanggal kontrak. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid Sheet KK
Penetapan Sample

5|Diisikan nama pekerjaan. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid Sheet KK
Penetapan Sample

6|Diisikan jumlah paket dalam kontrak. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid
Sheet KK Penetapan Sample

7|Diisikan nilai kontrak. Hanya terhadap kontrak-kontrak yang dijadikan sebagai sample berdasarkan Kertas Kerja PPBR PBJ Covid Sheet KK
Penetapan Sample

8|Diisikan permasalahan paling dominan yang terjadi dalam kontrak tersebut. Sebagai catatan, mungkin dalam satu kontrak mempunyai jumlah
permasalahan lebih dari 1, ambil yang paling dominan dan mempunyai nilai temuan. Dengan rincian permasalahan dibawah ini (cukup dicopy

paste):

1. Kegiatan PBJ Pemda tidak dalam rangka percepatan COVID-19 (tidak relevan)

2. Tidak terdapat Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan Covid-19 perundang-undang

3. PA/KPA belum memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan COVID-19

4, Penyedia yang ditunjuk oleh PPK tidak memiliki k untuk melaksanakan PBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang di
6. Penyedia barang/jasa tidak iapkan bukti kewajaran harga

7. Penyedia tidak segera melaksanakan pekerjaan setelah Surat P jukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
8. Tim Pelaksana Kegiatan tidak i keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta belum menyetujui untuk menyediakan
9. Masing-masing pihak yang terlibat dalam PB) antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerim:

penyedia tidak ada nomor registrasi atau sedang dalam proses
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KKR PBJ Penanganan terkait Covid-19

Kegiatan PBJ Pemda
dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Bidang kesehatan

No dan Tanggal PBJ terkait dengan
Kegiatan
Kontrak

Penanganan Covid-19 Keterangan

PBJ Penanganan Covid-19
Ya Tidak

&) @) ®) ) ()

Alasan tidak terkait

Simpulan permasalahan dan saran hasil reviu ........ccccccccveeeeiiiiiicnnn,

KKR Daftar Identifikasi Kebutuhan

Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
dalam rangka Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan

Uraian Jenis
Barang/Jasa Hasil
Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa

Kesesuaian dengan Hasil
Kuantitas Pengkajian Cepat di
Lapangan

Jenis dan kuantitas

No Nodan Tanggal Kontrak . .
yang tidak sesuai

Keterangan

Sesuai Tidak Sesuai ~ Jenis Kuantitas
Alasan tidak sesuai

Simpulan permasalahan dan saran hasil reViu ......c.ecvevveierreierinnns
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KKR- Kemampuan Penyedia

Kemampuan Penyedia Barang/Jasa
dalam rangka Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan

Terdaftar dalam Pengalaman PBJ

Nama Penyedia dalam

No No dan Tanggal Kontrak Kegiatan PBJ Keterangan

Daftar Penyedia B/J  Katalog Daftar Pengadaan
Instansi Pemerintah Elektronik  Hitam Sejenis
Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak

Barang/Jasa

Simpulan permasalahan dan saran hasil FeViU ............ouccvvvrervernennns

KKR- Register Alkes

Uji Petik Izin Edar/No Register Alat Kesehatan, Alat Kedokteran, dan Obat

Terdapat No izin Edar/Registrasi

Nama Alkes/Alat
Kedokteran/Obat

Keterangan

No No dan Tanggal Kontrak .
/Penjelasan

Ya Tidak

Cantumkan no izin
1 edar/registrasi

Simpulan permasalahan dan saran hasil reviu ........cccocevvevenienenennnns

KKR - Kewajaran Harga

Bukti Kewajaran Harga

No dan Tanggal Nama Penyedia Keberadaan Dokumen

Nama Barang Uraian Keterangan

Kontrak Barang/Jasa Bukti Kewajaran Harga

1 AAA Ada/Tidak Ada uraikan dokumen pendukung pembentuk harga wajar, misal:
a. Harga pembanding/pasar yang berlaku, contoh:
kontrak sejenis yang sedang atau pernah dilaksanakan
atau dokumen lain yang dapat
dipertanggungjawabkan (misal dokumen data harga
jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir
bersamaan)

b. Perhitungan komponen pembentuk harga, contoh:
biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga
dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau
dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan

2 BBB Ada/Tidak Ada

Simpulan permasalahan dan saran hasil reViu w..........ccocvveererrierennene
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KKR Kompilasi oleh Perwakilan

Data Umum

BPRP Perwkian:

Rencana PB Utk Penanganan Covid-19id,
Keehtan

i P8 Untuk Penanganan Cov-138d esehatan

APBD Tun 2020 Anggaran Untuk PerangananCovid13 Refousi
! ez luaatid S Yangtelahdlkukan pengawesan oeh APIP

Reliss P Untuk enanganan Covid13 B, Kesehatan 5., 15 September 2000)
NamaPemda
Reales P i Realas i*lrea\imitemadap“ o ek Vi $Terhadap
T Realsas Tert % [f 0 A 1t h
Anggaran  Anggran Perubahan (s, 15 September VGG TeiG | NeIeNa) SRR g Kag sd. 15 September  anggaren Bidag g anen Jumlzh Paet Nilai Jumiah Paket o Niai e lumh Paket Redsasi  Niai
i}

%
Terhadap
Mggaren AnggaranPeubahan Sumber: Kehatan Sumber: jumah paket il paket Reslsas

) eshaten Jumlzh Paket

NiaiPeet
L] 1 ] C] [

Peda PBDNo:

e APBD gl
PertaAPED No:
Perta AP0 Tanga:

Ptk Pengisin:
Kolom Veterrgan

‘Dtz nama emeriizhDerehyng menjadampien

R
30 hedasaran ¥4 i Sheet Dt Umum Klom 1)
s berdasartan 1A ndic Shest Deta Umumklom 3.
Diiberdesartan KA I Seet Data UmumKolom 3
i berdasartan KA I Seet Data UmumKolom 4
1
|
|

D hedasaran FA i Sheet Dt Uum Kl 5
D hedasaran FA i Sheet Data U Kl )
Dis erdsaran A nivda SheetDeta Uum o 1
100 berdasaran A nda SheetDeta Umum Ko 8
10 bedesaran EA i Sheet Dt Uum Klom §)
10D bedasaran kYA i Sheet Data U Klom 10
13D erdasaran KA nvd SheetDeta Umum Ko (1)
14D berdasaran KA Inddu SheetDeta Uum Koo (1)
150 bedasaran kYA Indiidu Sheet Data Unm Klom 13
1{isibedasaran KA i She Deta U olom 1)
010 erdesaran KA nvd Sheet Dt Umum Ko (15
18D berdasaran KA Invdu SheetDeta Umum Klom 1§
I ol 1]
0{isibedasaran KA i She Deta U olom 1)
1D erdasaran A nvd ShestDeta Uum Koo (19
| isiherdsartan YA oid Shet Dt U clon (1)
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Data Sampel

Nontrak Strategis / Reso Tinggi (Yang i jadikan Sample Reviu

Nomor Tangeal NamaPekeriaan ~ Jumlah Paket ~ Niai ~ NamaOPD Permasalahan
] (] (] (] U (] ()
1 Kegatan PBIPemda tdak dalam rangka percepatan penanganan
COVID-19tidk elevan)
1. Tidaktedapat Dftardentifkas Kebutuhan BarangJasa dlam
rangka pcepatan penanganan Covid- 9 perundang-undangan
3, PAKPA belum memerintahkan PPK untuk meleksanakan PB) delam
rangka pcepatan penanganan COVID-13
0, Penyedia yang ditunjukoleh PPK tidak memiikikemampuan untuk
melaksanakan PBJ sesual dengan peraturan perundang-undangan

5, Altkesehatan dan lat kedokteran, danobat yang dsediakan
Denyedta tdak ada nomor registastatau sedang dalam proses
Dermanjangan
6, Penyedia barang o ik menyiapkan bkt Kewjaran har
7. Penyediaidak segera melaksanakan pekeriaan setelah Sura
Penunjukan PenyediaBarangJsa (SPPBI)dan SratPerintah Mula
Werfa (SPHIK teritspesifkasican waktu yang el
8. Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai eahlian profesond|
Dersoni,dan sumber daya ks serta belum menyetujui untuk
menyediakan barangjasa (untukpekerjaan Swakelola]rencana
Kebutuhan
9 Masing-masing pihak yangterlibat dlam PB) antara ain PPY, Tim
PelaksanaKegiatan (Kegiten swakella,Penyect BrengJsa, dan
Penerima Baranglsa elum membuat dan menandatangan Pata
Itegrtas PBI peraturan perundang-undangan

Petunjuk Pengisian
Kolom Keterangan

Diskan nomor unt

Diikan Disikan nama-nama Pemda yang menjadi ampuan perwalilan BPKP bersangutan

Dis berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang DiauditKolom (3

Dis berdasarkan KKA Individ Sheet Konrek Yang DiaucitKolom (4

Dis erdasarkan KKA nvid Sheet Kontrak Yang iauditKolom 3

Disi berdasarkan KKA nlvid k'Yang Diaudt Kolom 6
berdasarkan KKA Individy KYang Diaudt
berdasark S kYang Diaudt
berdasarkan KKA Individy KYang Diaudt

asarkan l [

Dis berdasarkan KKA Individ Sheet Kontrek Yang DiauditKolom (1)
Dis berdasarkan KKA nvid Sheet Kontrak Yang iauditKolom 2
Dis berdasarkan KA nvid Sheet Kontra Yang iauditKolom (8

ol |l |l |e=leco oo | e

h
h
h
heet kontra
h
h
h




Data Permasalahan

Pemda Il Pemda lll, dst

Permasalahan

Jumlah Kontrak Jumlah Kontrak Jumlah Kontrak
Permasalahan Permasalahan Permasalahan Jumlah Kontrak per Permasalahan
Uraian Sub Permasalahan per Sub per Sub Nilai per Sub Nilai Nilai
Dominan Dominan Dominan Sub Permasalahan Dominan

Tahapan
Permasalahan Permasalahan Permasalahan

) (@) (5) (® (11) (16)

@ (10) (12) (13) (14) (15)
Permasalahan; DIlSI DENGAN DIlSI TOTAL  |Permasalahan; DIlS| DENGAN DI TOTAL ~ |Permasalahan; DIlS| DENGAN DIISI TOTALNILAI [DIISI DENGAN TOTAL ~ [DIlSI TOTAL NILA! Permasalahan dominan

Kegiatan PB) Pemda tidak dalam 1.1, Terdapat PB yang tidak relevan dengan penanganan Pandemi Covid
rangka percepatan penanganan COVID- Penyebab; JUMLAH KONTRAK ~ [NILAI Penyebab; JUMLAH KONTRAK  [NILAY Penyebal JUMLAH KONTRAK ~[KONTRAK PER SUB|JUMLAH KONTRAK PER [KONTRAK PERSUB  |dari seluruh pemda;
19 tidak relevan) [saran. PER SUB [KONTRAK PER |Saran. PER SUB KONTRAK [Saran. PERMASALAHAN Penyebab;
PERMASALAHAN  [sUB. PERMASALAHAN  [PERSUB. PERMASALAHAN DISAMPING Isaran
DISAMPING PERMASALAH DISAMPING DISAMPING
lan an
PERENCANAAN [Tidak terdapat Daftar Identifikasi |21 Daftar Hasil identifikasi Kebutuhan belum dibuat
Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka
19
2.2 Belum dilakukan kaji cepat daya
PA/KPA belum memerintahkan PPK |3.1 PA/KPA belum perintahPPK PBJ ovid-19.

v PPK tidak [a1 Peny melakukan P8
memiliki kemampuan untuk
melaksanakan PBJ

4.2, Penyedia B/) yang sedang/telah melakukan PBJ belum terdaftar dalam Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik

4.3, Penyedia 8/) melakukan PBJ, instansi pemerintah

4.4 Penyedia B/1 termasuk dalam Daftar Hitam

lat 5.1, Alat dan obat penyedia tidak terdaftar (belum memiliki no register)

dan obat yang disediakan penyedia
[tidak ada nomor registrasi atau sedang.
dalam proses perpanjangan

5.2, registrasi alk

etiket, produk,

5.3. Produk alat kesehatan belum mencantumkan nomor izin edar dan tanggal produk

5.4 Produk obat belum mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat

idak 6.1, Tidak kewajaran harga dari Penyedia
Imenyiapkan bukti kewajaran harga

62 Bukti Kewajaran Harga i
yedia t 71 pekerjaan setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBI) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPVIK) terbit
pekerjaan setelah Surat Penunjukan
PELAKSANAAN Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
erbit
[Tim Pelaksana Kegiatan tidak 8.1 Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai keahlian profesional
mempunyai keahiian profesional,
personil, dan sumber daya teknis serta
untuk
barang/jasa (untuk pekerjaan
lswakelolz)
82, Tim Pelaksana personil dan
83.Tim Pelaksana Tekd untuk

8.4. Tenaga ahli digunakan pada tipe swakelola selain tipe 1

8.5 Tenaga ahli yang digunakan dalam Swakelola Tipe 1lebih dari 50% jumiah anggota

[Masing-masing pihak yang terlibat 9.1 PPK belum membuat dan
dalam PB) antara lain PPK, Tim 9.2.7im

Pelaksana Kegiatan (Kegiatan 9.3, Penyedia B/J belum

swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan [9.4. Penerima Barang/Jasa belum membuat dan menandatangani Pakta Integritas
Penerima Barang/Jasa belum membuat|
dan menandatangani Pakta Integritas

Petunjuk Pengisian
Kolom Keterangan
1[Diisikan nomor urut
2[Kolom ini merupakan tahapan pelaksanaan PB) dalam penanganan C uran LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tidak perlu diisi
3[Kolom ini yang dasarkan PKA. Tidak perlu diisi
4Kolomini yang ada. ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi
5[Kolom ini d v di Pemdal per Sub
6]Diisi berdasarkan KKA 18) untuk Pemdal.
7]Diisi berdasarkan KKA 19) untuk Pemda |
8Kolom ini g terjadi di Pemda Il per Sub-Permasalahan
9]Diisi berdasarkan KK 18) untuk Pemda Il
10|Diisi berdasarkan KK/ 1) untuk Pemda Il
11[Kolom ini g terjadi di Pemda Il per Sub-Permasalahan. Dapat jumiah Pemda yang menjadi daerah ampuannya
12|Diisi berdasarkan KK/ 18) untuk Pemda . Dapat lah Pemda yang
13|Diisi berdasarkan KK/ 1) untuk Pemda . Dapat lah Pemda yang

14 Merupakan jumlah total dari kolom (6), (9), (12), dst
jumlah total dari kolom (7), (10), (13), dst
16[Kolom ini K temuan yang terjadi di seluruh Pemda per Sub-Permasalahan.
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KK Lampiran V Konsultansi

KK Bimtek

NAMA PEMDA:
Surat Tugas Laporan

Tanggal Nomor Tanggal Permasalahan Rencana Aksi Saran Tindak Lanjut Monitoring TL
B (5) (6) ) ) (10) (11)

Contoh

1/ST-11/PW77/06/2020 05-Apr-20(Bimtek pada LBINAPIP- 23-Apr-20| Laporan Bimtek
Inspektorat ABC 05/PW77/06/202 pada Inspektorat

0 ABC
2{ST-22/PW77/06/2020 25-Apr-20Bimtek pada LBINAPIP- 15-May-20| Laporan Bimtek
Inspektorat DEF 08/PW77/06/202 pada Inspektorat

0 DEF

KK Helpdesk/ Couching Clinic

NAMA PEMDA:

Tanggal Nama APIP/OPD Hal Konsultansi Tanggapan Tindak Lanjut

(CEVEREIELED)) (Sudah/Belum)
(2) (3) (4) (5) (6)

Contoh

1 10-Apr-20|Inspektorat GHI
2 20-Apr-20|Inspektorat JKL
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KK RR Kontrak PBJ

REGISTER RISIKO ATAS KEGIATAN PBJ PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN
NAMA PEMDA:
KONTRAK NO... TANGGAL... NILAL.... RUANG LINGKUP.... OPD....

Pengendalian

" ) - Total Pengendalian Pengendalian Apakah Tujuan
" Kebijakan/Peraturan terkait . Pemilik Skor Skor ) Tambahan Telah B
No Tujuan PBJ (6T) ) Risiko atas PBJ Penyebab Dampak Register yang Telah Tambahan yang ’ PBJ Tercapai
PBJ Covid-19 ko Kemungkinan Dampak " " Dilakukan
R Dilakukan Perlu Dilakukan (sudah/belum)
(Sudah/Belum)
3) (U] (8) (9) (11) (12) (13) (14)
1]
2]
3
4|
5
Rata-rata Kemun, Rata-rata Da Total Risiko Komposit
Contoh
1{Tepat Kualitas 3. Peraturan LKPP Nomor 13 Kualitas barang yang PPK lalai atau dengan |Barang hasil Dinas 1,00 2,00 2,00 [Pengawasan oleh  [Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan  (diterima tidak sesuai sengaja tidak pengadaan tidak |Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka dengan dapat n PPK,  |COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat ian pada i APIP pada saat mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun proses pengerjaan pelaksanaan PBJ  [kualitas barang
2020 tentang Penjelasan atas kontrak COVID untuk
Pelaksanaan Pengadaan meyakinkan
Barang/Jasa Dalam Rangka kualitas barang
Penanganan COVID 19 telah sesuai
2|Tepat Kuantitas  |3. Peraturan LKPP Nomor 13 Kuantitas barang yang Penyedia menurunkan |Kerugian Dinas 2,00 2,00 4,00 |Pengawasan oleh  |Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan  (diterima tidak sesuai spesifikasi keuangan Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka dengan kebutuhan ljumlahbaranguntuk  |negara n pengawas, PPK,  [COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat mendapatkan APIP pada saat mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun keuntungan pelaksanaan PBJ  [kuantitas barang
2020 tentang Penjelasan atas COVID untuk
Pelaksanaan Pengadaan meyakinkan
Barang/Jasa Dalam Rangka kuantitas barang
Penanganan COVID 19 telah sesuai
3|Tepat Waktu 3. Peraturan LKPP Nomor 13 Penyerahan barang di Penyedia belum Barang hasil Dinas 3,00 3,00 9,00 [Pengawasan oleh  [Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan  [tempat yang tidak tepat i Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka waktu pekerjaan hingga batas |terlambat untuk |n PPK,  |COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat waktu yang ditentukan [digunakan APIP pada saat mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun sehingga PBJ i
2020 tentang Penjelasan atas berdampak pada COVID untuk barang
Pelaksanaan Pengadaan efektifitas meyakinkan barang
Barang/Jasa Dalam Rangka penanganan selesai tepat waktu
Penanganan COVID 19 COVID
4|Tepat Biaya 3. Peraturan LKPP Nomor 13 Pembayaran yang tidak PPK dengan sengaja pembayaran Dinas 2,00 2,00 4,00 |Pembayaran Audit oleh
Tahun 2018 tentang Pengadaan  [sesuai dengan ketentuan jui proses i Kesehata didukung dengan |Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka pembayaran meskipun |keuangan n laporan progress ~ [COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat tidak sesuai dengan  [negara fisik dari konsultan [mengetahui
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun ketentuan yaitu tidak
2020 tentang Penjelasan atas pembayaran tidak sesuai ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan
Barang/Jasa Dalam Rangka kemajuan fisik.
Penanganan COVID 19
5|Tepat lokasi 3. Peraturan LKPP Nomor 13 Penyedia tidak mampu Penyedia lalai dalam  |Barang hasil Dinas 2,00 3,00 6,00 [Pengawasan oleh  [Audit oleh
Tahun 2018 tentang Peng: istril barang tidak |Kesehata konsultan Inspektorat atas PBJ
Barang/Jasa Dalam Rangka pada lokasi yang kewajibannya dalam  |datang pada n pengawas, PPK,  [COVID untuk
Penanganan Keadaaan Darurat i i lokasi yang APIP pada saat mengetahui barang
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun barang ke lokasi yang |membutuhkans pelaksanaan PBJ  |tepat sasaran lokasi
2020 tentang Penjelasan atas membutuhkan karena |ehingga COVID untuk
Pelaksanaan Pengadaan kesulitan akses berdampak pada meyakinkan barang
Barang/Jasa Dalam Rangka transportasi ktifi tepat sasaran lokasi
Penanganan COVID 19 penanganan
COVID
6|Tepat Penyedia  |3. Peraturan LKPP Nomor 13 Penetapan dan Pokja UKPBJ menjadi indikasi |Dinas 2,00 3,00 6,00 [Terdapat SO Audit atas
Tahun 2018 tentang Pengadaan ~ [pengumunan tender bekerjasama dengan  |tindak pidana  |Kesehata il ilihan penyedia
Barang/Jasa Dalam Rangka direkayasa penyedia karena n penyedia
Penanganan Keadaaan Darurat penyalahgunaan
4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun wewenang
2020 tentang Penjelasan atas
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Rangka
Penanganan COVID 19
RATA-RATA KOMPOSIT 2,00 2,50 5,00
CATATAN:
Rata-rata Kemungkinan adalah nilai komposit, yaitu kor inan dibagi dengan risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Kemungkinan = (1+2+43+2+2+2)/6 = 12/6 = 2.

Rata-rata Dampak adalah nilai komposit, yaitu penjumlahan skor dampak dibagi dengan banyaknya risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Dampak = (2+2+3+2+3+3)/6 =15/6=2,5.
Total risiko komposit adalah total risiko inheren atas kontrak PBJ tersebut, yang merupakan perkalian dari Rata-rata Kemungkinan dengan Rata-rata Dampak.

Nilai Rata-rata Kemungkinan, Rata-rata Dampak, dan Register Risiko (komposit) dimasukkan ke dalam sheet 4 (Penetapan Sampel).

Pengelompokan skor kemungkinan dan dampak pada skala 1s.d 3.

Contoh Risiko:

Risiko proses identifikasi kebutuhan belum tepat

Risiko proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Risiko penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar

Risiko proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Risiko proses pembayaran tidak tepat

Risiko harga pengadaan barang/jasa tidak wajar

Risiko penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang disepakati
Risiko distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan

Risiko proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Risiko proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Risiko harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 11

Format LHA Individu-ATT

INPEKTORAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........ccccecueeee.

JL
=Y 5 T PP
Nomor : LHA-........ / .../../2020
.................. 2020
Lampiran : .... (....... ) set
Hal : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk
Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari
APBD pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.........

Yth. Kepala Daerah.....
| D )

Kami telah melakukan Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD pada
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.................. Tahun Anggaran 2020
Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(SAIPI) dan kami yakin bahwa hasil audit tersebut dapat memberikan dasar
yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk perbaikan
pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern serta tata kelola

pemerintahan.

Laporan hasil audit disajikan dalam dua bagian yaitu :

Bagian Kesatu : Simpulan dan Saran

Bagian Kedua : Uraian Hasil Audit
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BAGIAN KESATU
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.SIMPULAN
Hasil audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk
penanganan covid-19 yang bersumber dari APBD pada Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota ........... disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan
covid-19 yang bersumber dari APBD pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota Telah/Belum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah,
Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta
bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan

penanganan Covid-19.

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap masing-masing sasaran audit,
terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Permasalahan/Temuan 1 ............

b. Permasalahan/Temuan 2 ............

B.REKOMENDASI
Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit, kami menyarankan
kepada Kepala OPD ......... agar:
TP P PP PR
PP PPN

Inspektur

Provinsi/Kabupaten/Kota,
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BAGIAN KEDUA
URAIAN HASIL AUDIT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Audit.

Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan

Covid-19 dilaksanakan berdasarkan :

1.

7

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah.

. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

.Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

. Surat Irjen Kemendagri Nomor 700/859/1J tanggal 26 Maret 2020 hal

Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19.

. Surat Edaran BPKP Nomor SE-12/K/D2/2020 tentang Tata Cara Audit

Tujuan Tertentu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Tata
Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

. Surat Tugas Inspektorat Provinsi ...... Nomor ST-..., tanggal...

B. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab

1.

Tujuan Audit

Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan
Covid-19 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah,
Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta
dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk

percepatan penanganan Pandemi Covid-19.
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2. Metodologi Audit
Secara umum audit dilaksanakan melalui proses pengumpulan
data/informasi, reviu, analisis, wawancara, dan
pengamatan/observasi.

3. Batasan Tanggung Jawab
Tanggung jawab auditor dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan
keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti pendukung,
pemberian simpulan dan rekomendasi yang diberikan.
Tanggung jawab secara formal dan material dari output atas
kegiatan ini merupakan tanggung jawab auditan.

C. Sasaran Audit dan Ruang Lingkup Audit

1. Sasaran Audit
Untuk mencapai tujuan tersebut, audit tujuan tertentu dilakukan
melalui pengujian sasaran sebagai berikut:
a. Pengidentifikasian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar.
b. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah,

maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.

c. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan

perundang-undangan.

(R

. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa.
. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pengujian atas ketepatan pembayaran.

. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa.

5o th o

. Pengujian proses penerimaan barang.

=

Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang.

j.- Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

2. Ruang Lingkup Audit
Ruang lingkup audit meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka
percepatan penanganan corona virus disease yang sudah dikontrakkan
dan dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan PPK
yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.
Audit Tujuan Tertentu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa
yang bersifat strategis dalam penanganan Covid-19, mempunyai
nominal yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. Sampling kontrak
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yang diaudit sebanyak.....kontrak dan merupakan kontrak berisiko

tinggi (setelah dilakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ).

3. Periode Audit

Pelaksanaan audit dilakukan mulai tanggal ......... 2020 sampai dengan

. Informasi Auditan

1. Tujuan Kegiatan PBJ

Kegiatan PBJ dilakukan untuk penanganan Pandemi Covid-19

terkait dengan penyediaan sarana prasarana, alat material
kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh

pemerintah daerah.

2. Lokasi Kegiatan dan Alokasi Dana

Kegiatan PBJ
dilaksanakan pada OPD.................

Tahun Anggaran 2020 yang

Alokasi dana pelaksanaan kegiatan PBJ Penanganan Covid-19 ini

sebesar Rp.................

3. Sumber Dana

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan PBJ penanganan

Pandemi Covid-19 ini berasal dari APBD dengan informasi sebagai

berikut:
No | Uraian Nilai Keterangan
(Rp)
1 Nilai Total APBD | xxxx
TA 2020
2 Nilai Total | xxxx
Refocussing I
Bidang Kesehatan
3 Nilai Total | xxxx
Refocussing II
APBD Bidang
Kesehatan
4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi .............. (OPD) Tahun Anggaran 2020 yang
ditetapkan sesuai SK ............ tanggal ........... tentang Pengangkatan
Atasan/Pembantu  Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna
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Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan

Provinsi/Kabupaten/Kota.............. adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : (nama)..............
(KPA/B)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) e
Pejabat Penandatangan SPM N

Bendahara Pengeluaran e

E. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern
Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas kegiatan PBJ
.............. di  Provinsi/Kabupaten/Kota.............secara  keseluruhan
telah/belum memadai. Adapun hasil penilaian untuk masing-masing
komponen pengendalian adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Menurut penilaian kami, lingkungan pengendalian kegiatan PBJ

telah/belum memadai, yang terlihat dari:

) N

(3) Dst.

Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian pengendalian

b. Penilaian Risiko

Menurut penilaian kami, penilaian risiko kegiatan PBJ telah/belum

memadai, yang terlihat dari:

Q) e

(2) dst

Kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian penilaian risiko adalah
c. Aktivitas Pengendalian

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian kegiatan PBJ

telah/belum memadai, yang terlihat dari:

D) oo

(3) Dst.
Beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian aktivitas

pengendalian adalah:

) R



- 110 -

(3) Dst.
d. Informasi dan Komunikasi
Menurut penilaian kami, informasi dan komunikasi kegiatan PBJ

telah/belum memadai, yang terlihat dari:

)

(3) Dst.
Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai
dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu ...............
e. Monitoring
Menurut penilaian kami, monitoring terhadap kegiatan PBJ

telah/belum memadai, yang terlihat dari:

)

(3) Dst.
Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan yang dijumpai dari hasil

pengujian monitoring, yaitu ..................

Hasil penilaian sistem pengendalian intern kegiatan PBJ secara lebih rinci

disajikan pada Lampiran ...........c...........
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BAB II
HASIL AUDIT

A.Pengidentifikasian Pengadaan Yang Telah Dikontrakkan dan Dibayar

1.Data Umum Anggaran dan Realisasi PBJ Penanganan Covid-19

Berdasarkan Perda APBD Perubahan Nomor....Tahun.... diketahui

anggaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota....sebesar Rp.... dengan

realisasi sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp... (...% anggaran).

Realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kota ....... sebesar Rp.....atau ....% dari jumlah

anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp....

Sementara itu, realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan

Covid-19 adalah sebanyak ....paket (...% dari jumlah paket yang

direncanakan sebanyak...paket) dengan nilai sebesar Rp.... (....% dari nilai

paket yang direncanakan sebesar Rp.....)

Dari realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19,

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota....telah melakukan audit terhadap

..... paket (....% dari realisasi jumlah paket PBJ) dengan nilai sebesar

Rp.....(....% dari realisasi nilai paket PBJ)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 (Lampiran sesuai KKA

A Data Umum).

2.Pengadaan Barang/Jasa Yang Telah Dikontrakkan dan Dibayar
Untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

telah melakukan pengadaan barang/jasa yang terikat dalam sebanyak

kontrak yang tersebar di .... OPD. Dari jumlah tersebut,

sebanyak....kontrak terkait bidang kesehatan, ..... kontrak sudah

dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota...., ....kontrak

sudah ditandatangani, dan ..... kontrak sudah dilakukan pembayaran

dengan nilai Rp......

Dari jumlah tersebut, sebanyak ..... kontrak belum ditandatangani

dan/atau ....kontrak belum dilakukan pembayaran. Hal
disebabkan.......

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 (Lampiran sesuai KKA

B Data Kontrak).
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3. Penilaian Risiko
Penilaian risiko merupakan penilaian atas probabilitas & dampak
terjadinya suatu peristiwa yg dapat menggagalkan tujuan PBJ (6T) dalam
hal ini dilakukan atas kontrak yg strategis (memiliki total resiko tertinggi).
Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, kontrak yang diaudit adalah:

a. Kontrak Nomor:....... Tgl..... , dengan kegiatan PBJ .......... yang

b. Kontrak Nomor:....... Tgl..... , dengan kegiatan PBJ .......... yang

c. Kontrak Nomor:....... Tgl..... , dengan kegiatan PBJ .......... yang

B.Pengujian Ketaatan Pelaksanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19

1. Tahap Perencanaan
Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dalam tahap perencanaan
telah/belum memadai, yaitu: (Berikan simpulan/penjelasan secara
ringkas atas tahap perencanaan berupa hal yang positip dan
kelemahan yang terjadi, apakah telah sesuai dengan ketentuan terkait
dengan sasaran berikut ini).

a. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.

Simpulan auditor terhadap perencanaan pengadaan melalui Penyedia

meliputi:

e Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis,
jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan:
- Kelengkapan Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan.
- Pengkajian Cepat dan Analisis Ketersediaan Sumber Daya.
- Kesesuaian dengan jumlah anggaran.
- Kesesuaian pengadaan barang/jasa terhadap identifikasi
kebutuhan.
e Pengujian Kesesuaian Proses Perencanaan Dengan Peraturan
Perundang-undangan:
- Pengadministrasian dokumen perencanaan pengadaan.
- Bukti dukungan, alternatif rencana pengadaan, dan rencana

distribusi terhadap rencana kebutuhan.
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b. Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola (apabila ada)
Simpulan auditor terhadap perencanaan pengadaan melalui Penyedia
meliputi:
e Pengujian Atas Ketepatan Proses Perencanaan Swakelola:
- Kelengkapan dokumen perencanaan swakelola.
- Kesesuaian Tipe Swakelola.
- Penyusunan Spesifikasi dan RAB.
2. Tahap Pelaksanaan
Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dalam tahap pelaksanaan
telah/belum memadai, yaitu: (Berikan simpulan/penjelasan secara
ringkas atas tahap pelaksanaan berupa hal yang positip dan
kelemahan yang terjadi, apakah telah sesuai dengan ketentuan terkait
dengan sasaran berikut ini).

a. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia.

Simpulan auditor terhadap pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia

meliputi:

e Pengujian Kewajaran Penetapan Penyedia Barang/Jasa:
- Kesesuaian proses serta kriteria penetapan penyedia
barang/jasa.
- Pengidentifikasian mata rantai distribusi barang.
e Pengujian Atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
- Kelengkapan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Format dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
e Pengujian Atas Ketepatan Pembayaran:
- Kelengkapan dokumen kontrak dan pembayaran.
- Ketepatan jumlah pembayaran.
e Pengujian Kewajaran Harga Pengadaan Barang/Jasa:
- Kelengkapan bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung
pembentuk harga.
-  Kewajaran komponen harga dalam kontrak.
e Pengujian Proses Penerimaan Barang.
- Dokumentasi pengecekan barang oleh PPK.
- Pengecekan terhadap jumlah, spesifikasi, performa, serta

garansi/ sertifikat keaslian barang/jasa.
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b. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola
Simpulan auditor terhadap pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia
meliputi:
e Pengujian Atas Ketepatan Proses Pelaksanaan Swakelola:
- Kelengkapan dokumen pelaksanaan swakelola.
- Kesesuaian pelaksanaan dan hasil pekerjaan dengan
perencanaan.
e Pengujian Atas Kewajaran Harga Swakelola:
-  Kesesuaian pembayaran dengan bukti pendukung (invoice)
3. Tahap Pelaporan dan Pemanfaatan
Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dalam tahap pelaporan dan
pemanfaatan telah/belum memadai, yaitu: (Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas tahap pelaporan dan pemanfaatan berupa hal yang
positip dan kelemahan yang terjadi, apakah telah sesuai dengan
ketentuan terkait dengan sasaran berikut ini).
a. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia.
Simpulan auditor terhadap tahap pelaporan dan pemanfaatan
pengadaan melalui Penyedia meliputi:
e Pengujian Proses Distribusi Barang:
- Kesesuaian distribusi barang dengan rencana kebutuhan.
- Pemanfaatan barang/jasa hasil pengadaan.
e Pengujian Atas Proses Penatausahaan, Pelaporan serta
Pertanggungjawaban
b. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola.
Simpulan auditor terhadap tahap pelaporan dan pemanfaatan
pengadaan melalui Swakelola meliputi:
e Kelengkapan laporan monitoring/evaluasi pada tahapan-tahapan
swakelola.
e Pemanfaatan barang/jasa hasil pengadaan.
e Kesesuaian distribusi barang dengan rencana kebutuhan
(Sajikan secara ringkas masalah penyimpangan yang ditemukan
dalam tahapan ini. Uraian rincinya termasuk atribut lengkap
temuan, sajikan pada subbab Temuan Hasil Audit atau Subbab
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Lainnya misalnya:
- Dari ... kontrak yang diaudit, terdapat ..... kontrak pada Dinas ..... yang
tidak memiliki hasil identifikasi kebutuhan.
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- Dari.....kontrak yang diaudit, terdapat ....kontrak pada Dinas ..... yang
tidak dilakukan pengkajian cepat dan analisis ketersediaan sumber
daya serta terdapat....kontrak yang hasil identifikasi kebutuhannya
tidak sesuai pada hasil kaji cepat dilapangan dan analisis
ketersediaan sumber daya.

- Dari ... kontrak swakelola yang diaudit, terdapat ....kontrak swakelola
pada Dinas ....tidak terdapat dokumen perencanaan swakelola.

- Dari ... kontrak swakelola yang diaudit, terdapat ..... kontrak swakelola
pada Dinas ..... yang penetapan tipenya tidak sesuai dengan
swakelola yang dilaksanakan.

- Dari ... kontrak yang diaudit, terdapat ..... kontrak pada Dinas ..... yang
terjadi kelebihan pembayaran.

- Dari ... kontrak yang diaudit, terdapat ....kontrak pada Dinas .... tidak
terdapat bukti kewajaran harga dari penyedia serta ....kontrak pada
Dinas ....yang tidak terdapat dokumen pendukung pembentuk harga
tersebut.

- Dari ... kontrak yang diaudit, terdapat ..... kontrak pada Dinas .....
terdapat ketidakwajaran komponen harga dalam kontrak.

- Dari ... kontrak yang diaudit, terdapat ..... kontrak pada Dinas .....
terdapat barang/jasa yang tidak sesuai jumlah dan spesifikasinya
dengan kontrak dan berita acara serah terima, ....kontrak pada Dinas
..... terdapat barang yang tidak dapat difungsikan, dan ....kontrak pada
Dinas....terdapat barang yang tidak memiliki garansi/sertifikat
keaslian ketidakwajaran komponen harga dalam kontrak.

- Dari ... kontrak yang diaudit, terdapat ..... kontrak pada Dinas .....
terdapat barang/jasa yang belum didistribusikan sehingga masih
menjadi  barang yang idle, barang/jasa yang  terdapat
dalam.....kontrak pada Dinas.... tidak dimanfaatkan untuk

penanganan Covid-19).
C.Kesesuaian Output dengan Tujuan Kegiatan

Pada umumnya hasil kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 pada
OPD..... pemda ..... (Provinsi/Kabupaten/Kota) = Tahun Anggaran 2020
(telah/tidak sesuai) dengan tujuan kegiatan untuk .................. karena

(uraian kalau tidak sesuai tuyjuan)...........

D.Temuan Hasil Audit
Berdasarkan Hasil Audit PBJ penanganan Pandemi Covid-19 Tahun
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Anggaran 2020 pada ..... (OPD) (Provinsi/Kabupaten/Kota), terdapat kondisi

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Adanya  temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan  yang
mengakibatkan kerugian daerah (kode temuan 1.01) (kalau ada).
Kondisi «.oevvvviniiiiiiiiiiiiiinininenene.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-
undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena ............c..cooiiiiiiiiiin.
Sehingga mengakibatkan ...... ..o

Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan
potensi kerugian daerah (kode temuan 1.02) (kalau ada).

Kondisi «.ouvvniiiiiiiiiiiiiiiiiiieea

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-
undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena .............c.cooeiiiiiii.
Sehingga mengakibatkan ...... ...

Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan
masalah administrasi (kalau ada).

KondiSi.....covvveviiiiiiiiininiinin,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-
undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena .............cocooeveiiiiinn..
Sehingga mengakibatkan ...... ...

Adanya temuan kelemahan struktur pengendalian intern (kalau ada)
KondiSi...covveveiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-
undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena ............c.coooiiiiiiiin...
Sehingga mengakibatkan ...... ...

Adanya temuan 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) (kalau ada)
KondiSi..ooovvueiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-
undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena .............c.oooiviiiiiin.

Sehingga mengakibatkan ...... ...
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(Uraikan secara rinci permasalahan yang ditemukan sebagaimana
Lampiran 3 (Buatkan Lampiran sesuai KKA E Data Permasalahan dan
KKA F Kode Temuan,).
Kepala .............. (OPD) telah sepakat atas seluruh permasalahan
sebagaimana uraian di atas dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang

diberikan.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Kepala .............. (OPD)
Provinsi/Kabupaten/Kota...... agar:

1) e

2) i

. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

Ungkapkan secara rinci jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu

diperhatikan.
Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota,
NIP oot
Tembusan:

1. Satker/OPD (yang diaudit) .................
2. Perwakilan BPKP Provinsi .................
3. Arsip
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 12

Contoh Format Laporan Hasil Reviu (LHR) — Individu

LAPORAN HASIL REVIU ATAS KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA....ccciuiiinininnnee
Yth. Kepala Daerah .....
Kami telah melakukan reviu atas kegiatan .............. TA .......... , dalam rangka
penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada satker/dinas

............... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

a. Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 76 tentang PBJ Pemerintah.

b. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

c. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

d. Surat Tugas Kepala Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ....

Nomor ST-..../20XX tanggal .... perihal ...............

. Maksud dan Tujuan Reviu

Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan
PBJ penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan telah dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan serta memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat
Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T),
dan dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan PBJ untuk percepatan
penanganan Pandemi Covid-19.

Batasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Reviu dilakukan atas kegiatan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 ...........
Tahun Anggaran 2020.

Tanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung
jawab instansi yang direviu. Tanggung jawab auditor sebatas simpulan dan

saran atas hasil reviu yang diberikan kepada instansi yang direviu.
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4. Metodologi
Reviu dilakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(SAIPI) melalui prosedur pengujian terbatas atau penelaahan ulang
dokumen bukti-bukti, konfirmasi, klarifikasi dan prosedur lainnya yang
dianggap perlu sesuai dengan kondisi.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Reviu
Kegiatan reviu dilaksanakan selama .... hari kerja mulai tanggal ... sampai
dengan ... bertempat di ...., (dan dapat juga melalui virtual meeting)

6. Hasil Reviu

(Uraian mengenai data umum dsb)

Untuk semua hal yang material, proses pengadaan barang/jasa untuk
kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 Bidang
Kesehatan.............. belum/telah*) dilakukan sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang/jasa. (*pilih salah satu, kalau jawaban “belum” harus

ada penjelasan penyimpangan yang terjadi).

7. Kendala Pelaksanaan Reviu
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reviu antara lain....
(Uraikan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan reviu)
8. Saran/Rekomendasi Hasil Reviu
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi
Covid-19 secara efektif, transparan, dan akuntabel, kepada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota ..... kami sarankan agar:

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik,

kami ucapkan terima kasih.

............ , -.....oeptember 2020

Inspektur Provinsi/kabupaten/Kota

Tembusan Yth.:

1. Satker/OPD (yang direviu) ..........
2. Perwakilan BPKP Provinsi ...........
3. Arsip
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 13

Format Contoh Surat Tugas dan Laporan Hasil Konsultansi

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI .........

bp@ Jalan ........

Telepon ..... , Faksimile .......

Nomor : ST-..../PW.../.../20... .. 20....
Lampirar : Satu surat tugas
Hal : (Bimbingan

Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Focus Group
Discussion) atas Kegiatan Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19
pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Yth.
Inspektur Provinsi Kabupaten/Kota....

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), kami akan melaksanakan (Bimbingan
Teknis/Workshop/ Sosialisasi/Focus Group Discussion) atas Kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19, dengan
susunan tim sebagaimana terlampir.

Biaya yang berkaitan dengan penugasan ini menjadi beban Perwakilan BPKP
Provinsi ...

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama
NIP ..

Tembusan:
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI .........

Jalan ........
Telepon ..... , Faksimile .......

boke)

SURAT TUGAS
NOMOR: ST-.../PW.../.../20..

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ... dengan ini menugaskan kepada:

No Nama NIP Jabatan/Peran

1

2

3

4

untuk melaksanakan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Focus Group

Discussion) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan

Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama ... (...) hari kerja, mulai tanggal ... s.d.

... 20...

Penugasan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Kepala Perwakilan,

Nama
NIP ..
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Contoh Laporan Pendampingan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI .........

bp@ Jalan ........
Telepon ..... , Faksimile .......
Nomor : LAP-.../PW.../../20.. .. 20....
Lampirar : Satu set
Hal : Laporan (Bimbingan

Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Focus Group
Discussion) atas Kegiatan Pengadaan Barang
dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 pada
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Yth.
Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota ....

Pimpinan Unit Kerja (yang dilakukan konsultansi) ........

Berikut kami sampaikan Laporan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/

Focus Group Discussion) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...,

sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,

Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .... Nomor ST-
..../PW../6/20XX tanggal .... perihal (Bimbingan Teknis/Workshop/

Sosialisasi/ Focus Group Discussion) atas Kegiatan Pengadaan Barang

dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota ...
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2. Maksud dan Tujuan Pendampingan

Tujuan kegiatan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Focus Group

Discussion) adalah memfasilitasi dan memberikan layanan konsultansi

kepada APIP berupa peningkatan kompetensi SDM APIP agar kegiatan PBJ

untuk penanganan pandemi Covid-19 dapat terlaksana secara efektif,
transparan, dan akuntabel.
3. Batasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

(Bimbingan  Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Focus  Group  Discussion)

difokuskan pada pemberian layanan konsultansi kepada APIP pada

kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

a. Meningkatkan pemahaman implementasi ketentuan yang berlaku dalam
PBJ penanganan Pandemi Covid 19.

b. Identifikasi potensi penyimpangan (Risiko) dalam PBJ penanganan
Pandemi Covid 19.

Tanggung jawab pendampingan terbatas pada saran, arahan masukan

terkait kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 agar terlaksana

secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan atas kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19

seluruhnya menjadi tanggung jawab Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota....

4. Metodologi

Konsultansi dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman proses bisnis utama pemda dalam kegiatan
PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta ketentuan dan
peraturan PBJ dalam kondisi darurat.

b. Konsultansi atas kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19.

c. Memfasilitasi APIP dalam menyusun pengelolaan risiko atas kegiatan
PBJ penanganan Covid-19.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan konsultansi dilaksanakan selama .... hari kerja mulai tanggal ...
sampai dengan ... bertempat di ...., dan juga melalui virtual meeting.

6. Pelaksanaan Kegiatan

7. Kendala Pelaksanaan
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan (Bimbingan

Teknis/Workshop/Sosialisasi/ Focus Group Discussion) antara lain....
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(Uraikan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan bimbingan teknis)

8. Saran dan Rencana Tindak

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan PBJ untuk penanganan
Pandemi Covid-19 secara efisien dan efektif, kepada Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota ..... kami sarankan agar:

Rencana tindak (action plan) sebagai monitor perkembangan atas

konsultansi tersaji dalam lampiran.

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik,

kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama
NIP ..

Tembusan:

1.
2.

Kepala Daerah .......

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah.

Arsip.
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Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 14

Format Laporan Kompilasi oleh Perwakilan BPKP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

b /{ PERWAKILAN PROVINSI .......
P D Jalan

Nomor D — e /PW..../..../2020 ... 2020
Lampira : ..... lembar
n
Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan
Tertentu dan  Reviu Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Untuk

Penanganan Covid-19 Yang Bersumber
Dari APBD di Wilayah Provinsi ....

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
di Jakarta

Kami telah melakukan Kompilasi Audit Tujuan Tertentu dan Reviu
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang
Bersumber Dari APBD di Wilayah Provinsi ........ Tahun Anggaran 2020 . Audit
dan Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) dan kami yakin bahwa hasil audit dan tersebut dapat
memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, memberikan saran perbaikan yang
diperlukan untuk perbaikan pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern

serta tata kelola pemerintahan.

Laporan Kompilasi disajikan dalam dua bagian yaitu :

Bagian Kesatu : Simpulan dan Rekomendasi

Bagian Kedua : Uraian Hasil Audit dan Reviu
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BAGIAN KESATU

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.SIMPULAN

Secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan
covid-19 yang bersumber dari APBD pada ....Pemerintah Daerah (Pemda) di
Wilayah Provinsi...... Telah/Belum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu,
Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta bermanfaat dalam
rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan penanganan Covid-19,

dengan rincian:

1. Audit Tujuan Tertentu
Berdasarkan hasil pengujian terhadap masing-masing sasaran audit,

terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Permasalahan/Temuan 1 ............
b. Permasalahan/Temuan 2 ............

2. Reviu
Berdasarkan hasil penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan PBJ terhadap

masing-masing sasaran reviu, terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Permasalahan 1.......
b. Permasalahan 2.......

B.REKOMENDASI

Atas temuan dan permasalahan yang terjadi dalam pembinaan pengawasan
PBJ penanganan covid-19 bidang kesehatan di daerah, kami telah

memberikan surat atensi kepada Kepala Daerah agar menginstruksikan:

1. Pimpinan OPD pengelola PBJ untuk:
a. Terus melakukan perbaikan penerapan MR dan pengendalian di
bidang PBJ
b. Segera menindaklanjuti saran rekomendasi dari Inspektorat atas hasil
pengawasan PBJ penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang

bersumber dari APBD di lingkungan OPD

2. Inspektorat untuk:
a. Meningkatkan cakupan kegiatan pengawasan yang berisiko tinggi

b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan agar semakin mampu
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mencegah, menangkal, dan mendeteksi terjadinya penyimpangan

kegiatan PBJ terhadap ketentuan yang mendasarinya

c. Meningkatkan kompetensi SDM inspektorat di bidang pengawasan
PBJ melalui diklat, workshop, bimtek serta sertifikasi profesional di

bidang pengawasan PBJ

Kepala Perwakilan,

...........
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BAGIAN KEDUA

URAIAN HASIL AUDIT DAN REVIU

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SE-05/D3/04/2020 tanggal 2
September 2020 hal Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Penanganan Covid-19 Bersumber Dana APBD, berikut
kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari

APBD di Provinsi........ , dengan pokok-pokok sebagai berikut:
A.Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah;

4. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

5. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu
Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

7. Surat Edaran BPKP Nomor SE-12/K/D2/2020 tentang Tata Cara Audit
Tujuan Tertentu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Tata
Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ....... Nomor ST-
..../PW.../.../2020 tanggal ...... hal....

B. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab

1. Tujuan

Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan
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Covid-19 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah,
Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta
dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk

percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Reviu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Covid-19 bertujuan
untuk memberikan keyakinan keyakinan terbatas bahwa kegiatan PBJ
penanganan Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan yang dilakukan

melalui penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan PBJ.

2. Metodologi
Secara umum audit dilaksanakan melalui proses pengumpulan
data/informasi, reviu, analisis, wawancara, dan pengamatan/observasi.
Sementara itu, reviu dilakukan melalui pengujian ulang bukti-bukti

untuk memperoleh keyakinan terbatas

3. Batasan Tanggung Jawab
Tanggung jawab auditor dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan
keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti pendukung,
pemberian simpulan dan rekomendasi yang diberikan.
Tanggung jawab secara formal dan material dari output atas kegiatan ini

merupakan tanggung jawab auditan
C.Sasaran, Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

1. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit tujuan tertentu dilakukan melalui

pengujian sasaran sebagai berikut:

a. Pengindentifikasian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar;

b. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah,
maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan;

c. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan
perundang-undangan,;

d. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa;

e. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

f. Pengujian atas ketepatan pembayaran;

g. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa;
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h. Pengujian proses penerimaan barang;

i.Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang;

j-Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

Adapun reviu dilakukan melalui pengujian sasaran sebagai berikut:

a. Relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan Covid-
19;

b. Ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA;

c. Adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk melaksanakan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 kepada
Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh PPK yakni kemampuan untuk
melaksanakan PBJ;

e. Terpenuhinya registrasi alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang
disediakan ;

f. Adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia;

g. Kesesuaian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia sesuai Surat Penunjukkan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
terbit;

h. Terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola);

i.Adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka
percepatan penanganan corona virus disease yang sudah dikontrakkan
dan dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan PPK
yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.

Audit Tujuan Tertentu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa
yang bersifat strategis dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal
yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. Sampling kontrak yang diaudit
sebanyak.....kontrak dan merupakan kontrak berisiko tinggi (setelah
dilakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ).

Sementara reviu mempunyai ruang lingkup pengadaan barang/jasa
dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang

belum dilakukan pembayaran.
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Reviu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat
strategis dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar
serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. Sampling kontrak yang direviu
sebanyak.....kontrak dan merupakan kontrak berisiko tinggi (setelah

dilakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ).

3. Waktu Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan mulai tanggal ......... 2020 sampai dengan

D.Informasi Auditan

1. Tyjuan Kegiatan PBJ
Kegiatan PBJ dilakukan untuk penanganan Pandemi Covid-19 terkait
dengan penyediaan sarana prasarana, alat material kesehatan serta obat-
obatan yang harus segera disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Lokasi Kegiatan dan Alokasi Dana
Kegiatan PBJ ... Tahun Anggaran 2020 yang
dilaksanakan pada ...... Pemerintah Daerah.

Alokasi dana pelaksanaan kegiatan PBJ Penanganan Covid-19 ini sebesar

3. Sumber Dana
Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan PBJ penanganan Pandemi

Covid-19 ini berasal dari APBD dengan informasi sebagai berikut:

No | Uraian Nilai Keterangan

(Rp)

1 Nilai Total APBD | xxxx

TA 2020
2 Nilai Total | xxxx
Refocussing I

Bidang Kesehatan

3 Nilai Total | xxxx
Refocussing II
APBD Bidang
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Kesehatan

E.Hasil Audit

Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD di Provinsi ....,

menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. Data Umum Anggaran dan Realisasi PBJ Penanganan Covid-19

Anggaran APBD Tahun 2020 untuk ..... Pemda di Wilayah
Provinsi....sebesar Rp.... dengan realisasi sampai dengan 15 September
2020 sebesar Rp... (...% anggaran). Sementara realisasi anggaran untuk
penanganan Covid-19 sebesar Rp.....atau ....% dari jumlah anggaran

untuk penanganan covid-19 sebesar Rp....

Sementara itu, realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan
Covid-19 adalah sebanyak ....paket (...% dari jumlah paket yang
direncanakan sebanyak...paket) dengan nilai sebesar Rp.... (....% dari

nilai paket yang direncanakan sebesar Rp.....)

Dari realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19,
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota....telah melakukan audit terhadap
..... paket (....% dari realisasi jumlah paket PBJ) dengan nilai sebesar

Rp.....(....% dari realisasi nilai paket PBJ)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 (isi lampiran sesuai

KKA dan KKR Kompilasi Sheet Data Umum)

2. Pengadaan Barang/Jasa Yang Telah Dikontrakkan dan Dibayar

Untuk penanganan Covid-19, sebanyak ..... Pemda yang ada di Wilayah
Provinsi...... telah melakukan pengadaan barang/jasa yang terikat dalam
sebanyak ..... kontrak. Dari jumlah tersebut, sebanyak....kontrak terkait
bidang kesehatan, ..... kontrak sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, ....kontrak sudah
ditandatangani, dan ..... kontrak sudah dilakukan pembayaran dengan
nilai Rp......

Dari jumlah tersebut, sebanyak ..... kontrak belum ditandatangani
dan/atau ....kontrak belum dilakukan pembayaran. Hal ini
disebabkan.......

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 (isi lampiran sesuai
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KKA dan KKR Kompilasi Sheet Data Kontrak).

. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan penilaian atas probabilitas & dampak
terjadinya suatu peristiwa yg dapat menggagalkan tujuan PBJ (6T) dalam
hal ini dilakukan atas kontrak yg strategis (memiliki total resiko
tertinggi).

Dari .... Pemda yang ada di Wilayah Provinsi ..... diketahui sebanyak ....
Pemda telah melakukan audit tujuan tertentu dan reviu dengan berbasis

penilaian risiko.

Jumlah kontrak yang dijadikan sample audit tujuan tertentu sebanyak

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3 (isi lampiran sesuai
KKA dan KKR Kompilasi Sheet Data Sample).

. Pengujian Ketaatan Pelaksanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19
Audit Tujuan Tertentu

a. Tahap Perencanaan
Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 pada .... Pemda yang ada
di Wilayah Provinsi....dalam tahap perencanaan telah/belum
memadai dengan rincian per sasaran audit tujuan tertentu sebagai
berikut:

1) Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis,
jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

2) Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan
perundang-undangan

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp..... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).
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b. Tahap Pelaksanaan
1) Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

2) Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

c. Tahap Pembayaran, Pelaporan dan Pemanfaatan
1) Pengujian atas ketepatan pembayaran

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran,
pelaporan dan pemanfaatan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

2) Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran,
pelaporan dan pemanfaatan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

3) Pengujian proses penerimaan barang

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran,
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pelaporan dan pemanfaatan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

4) Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan

barang
Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada di ....Pemda

mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran,
pelaporan dan pemanfaatan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

5) Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran,
pelaporan dan pemanfaatan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran

sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

Reviu

a. Tahap Perencanaan
Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 pada .... Pemda yang ada
di Wilayah Provinsi....dalam tahap perencanaan telah/belum
memadai dengan rincian per sasaran audit tujuan tertentu sebagai
berikut:

1) Relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan

Covid-19
Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda

mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

2) Ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan barang/Jasa dalam
rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA
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Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

3) Adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan PBJ penanganan Pandemi Covid-19
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa.....(Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

b. Tahap Pelaksanaan

1) Ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh PPK yakni kemampuan
untuk melaksanakan PBJ

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa..... (Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

2) Terpenuhinya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan

obat yang disediakan

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa..... (Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

3) Adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa..... (Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
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sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

4) Kesesuaian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia sesuai Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) terbit

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa..... (Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)

5) Terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola)

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa..... (Berikan simpulan/penjelasan
secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)

6) Adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ

Dari ..... jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyak
....kontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada di ....Pemda
mempunyai permasalahan berupa..... (Berikan simpulan/penjelasan

secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (isi lampiran
sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan)

5. Temuan Hasil Audit

Berdasarkan Hasil Audit PBJ penanganan Pandemi Covid-19 Tahun
Anggaran 2020 pada ..... Pemda, terdapat kondisi sebagai berikut:

a. Adanya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang
mengakibatkan kerugian daerah (kode temuan 1.01) (kalau ada).

Terdapat....jumlah kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang memiliki
temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan

kerugian daerah, dengan rincian atribut temuan dominan:
KondiSi c.oovvviniiiiniiiiiiiiiiiiienne.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-

undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena ...............coceeiiiiiiini.
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Sehingga mengakibatkan ...... ...

b. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern (kode temuan 1.02)
(kalau adaq).

Terdapat....jumlah kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang memiliki
temuan kelemahan sistem pengendalian intern, dengan rincian

atribut temuan dominan:
KondiSi ovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeenn,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-

undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena ..............c.ooooiii

Sehingga mengakibatkan ...... ..o
c. Adanya temuan 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) (kalau ada)

Terdapat....jumlah kontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang memiliki
temuan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis), dengan rincian atribut

temuan dominan:
| (oY 0 e N 1SS PR

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan......... (peraturan perundang-
undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena ............c.ooooiiiiiiin.

Sehingga mengakibatkan ...... ..o

Dari ketiga kelompok temuan atas hasil pengawasan APIP tersebut,
kami melakukan analisis atas kualitas terhadap atribut temuan serta
tingkat deteksi atas penyimpangan yang ditemukan oleh APIP. Atas hasil
pengawasan APIP tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan
sudah/belum memadai, serta SDM APIP sudah/belum kompeten dalam
melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM APIP
tersebut.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran S (isi lampiran sesuai
KKA Kompilasi Sheet Data Kode Temuan Permpenpan).

F.Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Ungkapkan secara rinci jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu
diperhatikan.
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Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,
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DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH,

DADANG KURNIA





